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ABSTRACT

Factors influencing the drafting process of Aceh Tamiang District Budget
Revenue and Expenditure (APBD)

Lazwardi H.5E,
Universitas Terbuka
fazwardialam g yahoo.com

Keyword : District Budget Revenue and Expenditure. Factors, Impacts, Aceh
Tamiang District

The objective of this research is to find out whether the process in drafting
Aceh Tamiang District Budget. due to the changes of the regulations and the
performance of the human resources concerning the drafting process of district
budget in Aceh Tamiang District. can influence the endorsement aceelerating and
the dratting process of the district budget in Aceh Tamiang district]

The transparency and the veracity of this research is pressured with the
goal to gain the problems causing the drafting process of the\district budget takes
a long time to endorse every vear.

This research is a field research using qualitati€e/approach whose purpose
is to reveal the process and the essence. The strategy msed 1o achieve the research
objective is by applying the methodology of stddy edse to answer 2 hypothests,
e.q: (1) Describing the drafting process of APBIDYit Aceh Tamiang district, (2)
The factors influence 1o the drafting processwot APBD in Aceh Tamiang.

The study case developed in ghisoresearch in order to answer the two
hypotheses is accomplishing the drafungiof APBD in Aceh Tamiang since the
period of 2004-2009 (with the tithe of Factors influencing the drafling process of
APBD in Aceh Tamiang).

The subject of this résedretis information as data source which is found
from civil servant directly Anyolved in the drafting process of APBD in Aceh
Tamiang, ie. SKPD (Plapning Unity consisting of Education Agency, Healthy
Agency and Public Werk Agency. including those involved in local government,
team of budgetin&(Bappeda and BPKD). and the budgeting committee of house
of representative. \The sample of this research is purposive sample in which the
informants are Selected on the base of their experience qualification. The
hypothesis analysis in analvzing data used by the writer is qualitative {editing,
classification. tabulation. tnterpretation).

As the conclusion. this rescarch proves that the process is not
accomplished vet: the changes of the regulations and the performance of the
human resources are significant factors influencing the drafting process and
precise deadline of the endorsement of APBD in Aceh Tamiang District. This
research shows that improving human resources quality is a need and priority
program for the Government of Aceh Tamiang in implementing government
management. especially in orgamizing regional finance.
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ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Penyusunan APBD di Kabupaten
Aceh Tamiang

Lazwardi, H. SE
Universitas Terbuka
lazwardiatam iyahoo.com

Kata kunci : proses penyusunan APBD. faktor-faktor, berpengaruh, Kabupaten
Aceh Tamiang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses dalam
penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. adanya peraturan yang berubah-
ubah serta kualitas SDM dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh
Tamiang, berpengaruh terhadap proses penyusunan dan percepatan pengesahan
APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Keterbukaan dan kejujuran pada-penelitian
ini disajikan dengan wjuan untuk mengetahui permasalahan «yang' sebenarnya
terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang selama ini dalam proses penyusunan APBD
yang mana penetapan APBD setiap tahunnya selalu terlambatdan jadwal vang
telah ditentukan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengangiienggunakan pendekatan
kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan proseS dan makna. dengan sirategi
yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adajah dengan metode studi
kasus untuk menjawab 2 hipotesis utama,vaitu {1} Mendeskripsikan proses
penyusunan APBD di Kabupaten Aceh™ Tamiang, (2) Faktor-faktor yang
berpengaruh dalam proses penyusunanARBL di Kabupaten Aceh Tamiang. Studi
kasus yang dikembangkan dalam penelitian ini guna menjawab kedua hipotesis
tersebut adalah pelaksanaan peryustnan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang
sejak Tahun Anggaran 2004 —.2009 (dengan judul “Faktor-Faktor Yang
Berpengaruh Dalam Proses PFenyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2004-2009),

Subjek penelifian)\adalah informasi yang dijadikan sumber data yang
diperoleh dari aparatur vang terlibat langsung dalam proses penyusunan APBD di
Kabupaten AcelN\lamiang yaitu SKPD yang terdiri dari Dinas Pendidikan. Dinas
Kesehatan dan'\Dipas Pekerjaan Umum, serta dari unsur yang terlibat dalam Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (Bappeda dan BPKD}, dan unsur Panitia Anggaran
DPRD. Sampel penelitian ini bersufat pwrposive sample {sample bertujuan)
dimana informan dipilih berdasarkan tungkat keterlibatan dan penguasaannva
dengan masalah, fokus dan tujuan penelitian. Analisis hipotesis dalam
penganalisaan data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif {(editing,
klasifikasi, tabulasi, interprestasi).

Kesimpulan penelitian ini bahwa proses belum sempurna, adanva
peraturan yang berubah-ubah. dan kualitas SDM merupakan faktor-faktor yang
sangat signifikan berpengaruh terhadap proses penyusunan dan ketepatan waktu
pengesahan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menunjukkan
peningkatan SDM merupakan kebutuhan pokok dan program prioritas Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam rangkan pengelolaan keuangan daerah.
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamduliilah penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena
dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala keterbatasan penulis
dapat menyelesaikan sebuah penelitian, dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir
Program Magister dengan judul "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses
Penyusunan APBD Di Kabupaten Aceh Tamiang (Tahun 2004 — 2009)”,

Selawat dan salam. kepada jumjungan alam Rasulullah SAW beserta
keluarga dan para sahabat beliau. vang telah banyak berkosban untuk
memperbatki akhlak ummat, serta membawa ummat manusia’ dari alam
kebodohan kepada alam yvang penuh dengan ilmu pengetahuaan,/seperti yang kita
alami sekarang.

Dalam melakukan penehitian dan penulisan ini{ penulis banyak mendapatkan
bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu dalam
kesempatan ini, penulis ingin mengucapkar ranterima kasih kepada :

. Prof Ir. Tian Belawati, M.Fd{ Ph.D/selaku Rektor Universitas Terbuka.

2. Prof. Dr. H. Udin §¢ Winataputra. MA, selaku Direktur Program
Pascasarjana Univerditas Terbuka.

3. Suciati.Ph.D. selaku asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas
Terbuka.

4, Dra.Susant.MSi. selaku Ketua Bidang ISIP Universitas Terbuka dan
Ketua Kemisi Penguji. Terima kasih atas ilmu, bimbingan dan waktunya.

5. Drs. Ayt Karyana, M.Si, selaku Ketua UPBJI-Banda Aceh. Terima kasth
atas i)mu, arahan dan bimbingannya.

6. Drs.Sugiman, Terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan waktunya.

7. Dr.Liestyodono, selaku Penguji Ahli. Terima kasth atas ilmu, bimbingan
sarta waktunya.

8. Prof.Dr Ngadisah. MA. selaku Pembimbing I dan Penguji. Terima kasih
atas ilmu, bimbingan dan waktunya.

9. Dr.Evi Lisna, M.Sc, selaku Pembimbing II. Terima kasth atas ilmu,

bimbingan dan waktunya.
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10. Dosen/staf pengajar/administrasi di UPBIJ Banda Aceh.

1. Drs. H. Abdul Latief, selaku Bupati Aceh Tamiang beserta seluruh jajaran
dan gstaf. Terima kasib atas bantuannya sehingga penulis dapat
melanjutkan dan menyelesaikan studi ini dengan baik.,

12, Drs, Sarmada, wakil ketua DPRD Aceh Tamiang.

13. Suprivannur,SH, anggota DPRD Aceh Tamiang.

14, Ir. Syaifannur, anggota DPRD Aceh Tamiang.

15. M. Andis Prawira, anggota DPRD Aceh Tamiang.

16. Drs. Zulkifli. MM. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.

17. Kepala Tata Usaha dan para Kepala Bidang Bappeda, Kabupaten Aceh
Tamiang.

18. Ir. Adi Darma. M.S1, selaku Kepala Badan Pengeletadn Keuvangan Dacrah
Kabupaten Aceh Tamiang.

19. Sekretaris dan para Kepala Bidang BPKI\Kalupaten Aceh Tamiang.

20. 8ri Monna, ST.ME. Kasubbid SDIH.dan1.H Bappeda Kabupaten Acech
Tamiang.

21. T.Budi Dharma M.Si. Kasuhbid Penelitian, Evaluast dan Pengembangan
Pembangunan BappedaKabupaten Aceh Tamiang.

22. Seluruh staf bidang perekonomian dan pemerintahan Bappeda Kabupaten
Aceh Tamiang-serta” sefurub staf bidang anggaran Badan Pengelolaan
KeuangarePaerall Kabupaten Aceh Tamiang.

23. Terhormat, Ayahanda tercinta (Alm.) Hasanuddin. Semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, melapangkan kuburnya
dan menempatkan Avahanda pada tempat terbaik disisi-Nya serta kelak
mempersatukan kita kembali dalam Surga Nya.... Amin.

24 Ibunda tersayang Anisah yang telah banyak berkorban untuk
membesarkan dan mendidik kami putra-putrinya dengan penuh rasa kasih
sayang, serta selalu mendo’akan dengan tulus untuk keberhasilan kami.
nda vang kami mulizkan, kami selalu mengharapkan do’a restu agar
anakmu selalu menjadi orang vang berguna bagi bangsa dan Negara, dan

selalu menjadi anak yang shaleh.
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25. My lovely beautiful wife “Julinda Afriani S.Pd. Terima kasih savang,
engkau telah menjadikan aku pendamping hidupmu dan selalu setia
mengiringi setiap langkahku dalam suka dan duka tanpa pernah mengeluh.
Maaf karena engkau sering kutinggalkan untuk tugas dan kuliah, terima
kasih atas do’a dan segala dukungannya dalam penyelesaian TAPM ini.

26. Anak-anakku tersayang Nazilla Rhagistya Yulaz dan Dwita Ananda
Yulaz, Rahmat dan Anugerah terindah yang telah dititipkan Allah SWT.
Maaf kalau Papa sering meninggalkan kalian untuk suatu tugas dan kuliah
yang harus diselesaikan. Maaf kalau Papa belum bisa memberikan sesuatu
yang terbaik untuk kalian, namun Papa selalu berusaha untukiita, dengan
iringan do’a semoga kalian menjai anak yang shalehas selalu“sukses dalam
pendidikan. serta berguna bagi bangsa dan Negara “Amin.

27. Seluruh kawan seperjuangan di UPBJJ-Banda Aceh Pokjar Langsa.
Terima kasih atas segala dukungan dalani penyélesaian TAPM ini.

28. Seluruh Informan penelitian serta sépwa pihak vang turut berpartisipasi
baik secara langsung maupun tidak/dalam penelitian ini. dan mohon maaf

apabila ada namanya yang belum disebutkan secara khusus.

Penulis menyadari ¢ sepepuhnya bahwa penulisan ini masth banyak
kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
dan penulisan. dan-ini merupakan pengalaman yang pertama kali bagi penulis
dalam melakikan ) penelitian dan penulisan ilmiah. Penulisan ini tidak dapat
terselesatkan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari pembimbing, civitas
akademika Universitas Terbuka serta rekan-rekan Mahasiswa dan aparatur di
jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya yang terlibat dalam
penulisan ini. telah banyak memberi masukan dan informasi yang sangat berguna
bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis juga sangat menghargai
terhadap semua masukan. informasi. dan saran dari semua pihak dalam rangka

penyempurnaan penulisan ini nantinya.
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Akhirnya. saran serta kritik untuk perbaikan pada masa datang sangat
diharapkan. dengan harapan kiranva penelitian ini dapat bermanfaat bagi saya
pribadi dan kita semua......Amin.

Demikian harapan saya. Dalam kesempatan ini sava ucapkan terima kasih.

Penulis

Lazwardi. H. SE
NIM. 14707371
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Mekanisme dan regulasi penvusunan APBD

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Kalau dirunut alur pikir di atas. maka APBI merupakan instrumen utama
untuk melakrsanakan kebijakan dalam saw tahun anggaran. APBD dalam
penyusunannya melibatkan berbagai pihak vang berkompeten{~Perbedaaan
substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi dagrih adalah, bahwa
kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hamipir-hampir menafikan
peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBID. berubah ke penyusunan
anggaran vang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Dengan
demikian penvusunannya harus mehbatkam~DPRD dan masyarakat secara akiif,
Untuk itu perlu dibuat aturansmain dntara ketiga pihak schingga hak dan
kewaj %bannyé jelas.

Menurut Nazaruddin (2003) karena APBD merupakan operasionalisasi dari
berbagai kebijakar vang ditetapkan. maka harus mencerminkan suatu kesatuan
sistemn perencanaan. vang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang
merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan vang telah ditetapkan
sebelumnya. Untuk itu sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap
kebijakan publik dalam memahami sistimatika perencanaan vang bermuara pada
anggaran.

Kebijakan publik dipandang sebagar tindakan pemerintah. Thomas R.Dve

dalam Krismartini (2007.1.8) mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun

i
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pilihan pemernmiah untuk melakukan atau vdak melakukan™ Dalam upaya untuk
mencapal tujuan negara. pemerintah perlu mengambil pilihan langkab tindakan
vang dapat berupa melakukan ataupun t:dak melakukan sesuatu. Tidak melakukan
sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik. karena merupakan upaya
pencapaian tujuan dan pilihan tersebut. membawa dampak yang sama besarnya
dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil
vang dihadapi oleh masvarakat. dan penentu kebijakan publik sendiri haruslah
berorientasi pada kepentingan publik. harus mempunyai semangat kepublikan dan
berpegang pada konsep demokrasi. Dalam kebijakan pablik,"Kesalahan dalam
memformulasikan masatah. akan berdampak pada”keSalahan kebijakan publik
vang akan diterapkan. Merumuskan masalah memang kadang bukan merupakan
hal yang mudah. Proses pﬁrgmusan masdlah sicnhurut Patton dan Sawicki (1986)
adalah sebagai berikut.

1. Memikirkan masalahnya,

2. Memberikan batasan masalén.

3, Mengembangkan.pencarian fakia.

4. Menentukan Sesaran dan tujuan.

3. Mengidentifikasi policy enmvelope.

6. Menggambarkan potensi manfaat dan biaya.
7. Mencermat kembali pernyataan nmasalah.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C.Edwards Il dan Ira
Sharkansky dalam Krismartini (2007:1.8) vaitu kebijakan publik adalah “apa yang

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat
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ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement
vang berbentuk pidato-pidate dan wacana yvang diungkapkan pejabat politik dan
pejabat pemerintah vang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan
tindakan pemerintah™.

Kebijakan vang lebih balk menjadi tuntutan, sejalan dengan semakin
meningkatnva kemampuan dan tuntutan masyarakat, Proses kebijakan publik saat
ini juga dituntut untuk lebih banyak melibatkan partisipasi publik, dengan
demikian dalam implementasinva nanti kebijakan itu diharapkan udak
menimbulkan berbagai protes penolakan. Sebaliknya kebijakan—publik vang
diterapkan diharapkan lebih dapat dinikmati oleh publiki-tidak sekedar oleh
kelompok atau segelintir orang di jajaran elite, sehingga Kebijakan publik vang
diterapkan benar-benar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan
publik harus memiliki tujuan vang dapat-sebegar-besarnya memberikan manfaat
kepada publik.

Berdasarkan kebijakan” pubiikl 1su-isu  atau pertanyaan-pertanyaan vang
menyangkut untuk siapa \ujuai kebijakan dilakukan, merupekan isu yang relevan
dan sangat penting. Deéngan kata fain dalam merumuskan suatu tujuan, aspek
politik selalu ‘menvertai perumusan tujuan kebijakan publik. Sebagaimana
dinvatakan oleh Quade (1984 "pubiic policy {zizf%ff%@g are usually the product of
political process, not of an individual decision”. Berdasarkan produk politik,
perumusan tujuan kebijakan publik sering kali menjadi rumit dan diwarnai oleh
banyak kepentingan. Lebih dari itu perumusan tujuan kebijakan publik sering kali

juga diwamnai oleh konflik kepentingan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/4#125 pdf

Menurut David Easton dalamt Krismartim (2007:1.11) “kebijakan publik
adalah pengalokasian nilai-nilal secara paksa (sah) kepada seluruh anggota
masyvarakat”. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai. melainkan
sarat nilal, Nilai-nilai vang ada pada masyarakat merupakan kepentingan
masyarakat atau kepentingan publik. akan menjadi desakan bagt pemerintah
sehagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam
suatu kebijakan publik. Kebijakan publik vang akan mengatur pengalokasian
nilai-nilai masyarakat tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.
Kesemua pérumusaﬁ dan pengalokasian nilai-nilai  masyarakat “merupakan
tindakan pilihan pemerintah untuk mencapai twjuan.

Sebelum suatu kebijakan publik diimplementasikan, tahapan sebelumnya
adalah perumusan kebyakan serta perencanaan kebijakan publik. Pada tahap-tahap
ini diskusi tentang perumusan tujuan kebijakan sangat penting dan merupakan
sadt yang menentukan dalam proses kebijakan publik. Hampir semua pengambil
kebijakan mempunyai cita-dita_dédn pemikiran bahwa tujuan kebijakan yang
dirumuskan dapat berlaky efekfif dan mempunyai efekiivitas yang tinggi. Dengan
efektivitas ili}j‘kiaﬁ vary tinggi diharapkan kebijakan tersebut akan dapat
diimplementastkan secara baik.

Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, balk mengenai
pelaksanaannya maupun efek dan basil yang dicapai. Oleh karena itu. setiap
kebijakan publik juga harus diketahui tingkat efektivitasnya. Kebijakan vang
dirumuskan harus berlaku efektif dan mempunyai efektivitas yang tinggi.
Terpenuhinya kedua hal tersebut maka dibarapkan implementasi kebijakan itu

dikemudian hari dapat berlangsung dengan baik. Selain efektivitas. efisiensi
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implementasi dari kebijakan juga menjadi pertimbangan. Wibawa., §. dkk
{1994:64) mengemukakan efekiivitas program menunjuk pada tingkat pencapaian
fujuan. sementara itu evaluasi efisiensi pada dasarnya mempersoalkan berapa
perbandingan antara inpu! atau sumber daya yang digunakan oleh program dengan
owtputnya alau apa layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Hanya saja
kedua kriteria ini sering kali bersifat komtradiktif karena program yang efekuf
belum tentu efisien dan demikian sebaliknva.

Quiput  kebyjakan publik berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan
keputusan-keputusan dari kegiatan politik, sebagai tindakan ‘yamg pemerintah
tngin lakukan atau tidak ingin melakukan sesuatu yang secdra otoritatif akan
dialokastkan kepada seluruh anggota masyarakat. Ketika sistem politik bersifat
lebil terpusat. kebijakan publik yang diambil lebih banyak diputuskan oleh pihak
eksekuti (birokrasi) pemegang otoritas kekuasdan negara. Paradigma kebijakan
publik lebih bersifat rop down, dah tidak” atau nyaris tidak mempertimbangkan
aspirasi dan kepentingan publik” Kondisi itu berbeda dengan perencanaan,
perumusan dan pengambilan/keputusan dalam proses kebijakan publik pada saat
ini yang dituntut uptuk febih banyak melibatkan partistpasi publik.

Pemerintah./ merupakan organisasi vyang diberi kKewenangan untuk
melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan negara dan mengatur
segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara. Pemerintah adaiah
organisasi vang diberi kekuasaan untuk merjalankan tugas-tugas dan kepentingan
suatu negara {Sabeni dan Gozali, 1990) dalam M.1khsan. Agus Santosa. Harmanti

(2007:1.1). Penyelenggaran berbagai aktivitas pemerintahan uniuk melaksanakan
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tugas dan fungsi negara tersebut membutuhkan dana untuk membiayai berbagai
pengeluaran. »

Keuangan negara mencerminkan kegatan-kegiatan pemerintah dalam
bidang keuangan. vakni dalam mencari sumber-sumber dana atau penerimaan
{source of fundy dan bagaimana dana vang diperoieh tersebut digunakan (uses of
Jund) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Arsjad. etal, 1992:2) dalam
M.Ikhsan. Agus Santosa. Harmanti (2007;1.26). Seorang ahii keuangan publik
lainnya. yakni Suparmoko (1991 : 24) dalam M.Ikhsan, Agus Santosa, Harmanti
{2607:1.8) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah digerlukan karena
pemerintah Harus menyediakan barang-barang publik. dnéngslokasikan barang-
barang produksi maupun barang konsumsi, memperbaiky distribust pendapatan,
memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi. serta mempercepat
pertumbuhan ekonomi.

Anggaran merupakan salah “sat® daspek vang sangat penting bagi suatu
organisasi. demikian pulal derigan organisasi pemerintahan. Fungsi-fungsi
pemerintahan hanya dapat/dilaksanakan bila tersedia dana yang mencukupi.
Ketersediaan dama-Bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut akan
tercermin dalam’4anggaran atau apa yang sering disebut sebagai Anggaran
Pendapatan dan Belanja.

Suparmoko (1991} dalam M.lkhsan, Agus Santosa, Harmanti (2007.9.4)
menvatakan bahwa yvang dimaksud dengan anggaran {budger) ialab suatu daftar
atau pernyataan vyang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang

diharapkan dalarm jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.
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Spicer & Bingham (1991} dalam M.Ikhsan, Agus Santosa. Harmant
(2007:9.10} menyatakan bahwa dari perspektif manajer publik. penganggaran dan
manajemen keuangan memibki setidaknya tiga fungsi penting, yakni kontrol atau
pengendalian. manajemen atau pengelolaan. dan planning atau perencanaan.
Tujuan dari fungsi pengendalian adalak untuk mevakinkana bahwa, dana vang
tersedia digunakan hanve untuk tujuan-tujuan vang telah ditetapkan dan untuk
mencegah  penggunaan dana  vyang berlebihan atau  pemborosan.  Fungsi
pengelolaan dalam anggaran ditekankan pada pencapaian produktivitas dalam
pemberian layapan, atau dengan kata lain efisiensi dan “efektivitas dalam
pemberian layanan. Sedangkan fungsi perencanaan ddlam, anggaran dikaitkan
dengan penéaiokasian sumber-sumber daya dalani, ofganisasi. Perencanaan
berkaitan  dengan apakah suatu  program ‘harts  ditambah.  dihapuskan,
ditingkatkan. dan sebagainya.

Dari sisi aturan, maka mekanisme penyusunan anggaran khususnva APBD
dari tahun 2004 hingga sekarang Vang telah mengalami beberapa kali perubahan,
diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-UndangNomadr' i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-
Undang Nomer 715 Tahun 2004 tentang Pemertksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiopal.  dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yvang merupakan revisi dari
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan
Menteri Da?a;n Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenltang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-
undangan vang terkait lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap
peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, telah membawa
pengaruh vang signifikan lerhadap pengelolaan keuangan daerah, Khisusnya di
bidang penyusunan anggaran daerah. Adanya pelimpdhan~keéwenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merigpali’dan mengelola semua
potensi penerimaan daerah secara maksimall Sebagai konsekuensinya sistem
pengelolaan keuangan daerah yang selama dr bersifat sentralisasi, sekarang
berubah menjadi desentralisasi.

Seiring dengan bergulimya’” pelaksanaan desentralisasi pemerintahan
tersebut, telah membérikar’ kewenangan bagi pemerintah daerah untuk
menentukan  dan_menyusun  sendiri APBD-nya. Kondisi demikian jelas
mempunyai pengarth yang cukup besar dan signifikan terhadap mekanisme dan
proses penyusunan. pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah
kepada semua siakeholders-nya. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah
ternyata kewenangan vang diberikan tersebul seecara umum masih ada yang
disalahtafsirkan oleh pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatf

{Mahrizal, 2008).
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Emirzon (20035) mengemukakan. semenjak otonomi daerah dicanangkan
dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara
Pusat dan Daerah vang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, iklim regulasi di
Indonesia mengalami perubahan besar.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara
optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. di mana besarnya/disesuaikan dan
diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara/pemerintab dan daerah.
Semua sumber keuangan vang melekal padd ‘senap urusan pemerintah yang
digerahkan kepada daerah menjadi sumbgr k€uangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk méndapatkan sumber keuangan yang antara lain
berupa kepastian tersedianya penddriaan dari pemerintah, sesuai dengan urusan
pemerintahan yang diserabksn® kewenangan memungut dan mendayagunakan
pajak dan retribusi ‘daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dan sumber-
sumber dava nasional yang berada di dacrah dan dana perimbangan lainnya; hak
untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan
lain yang sahtseria sumber-sumber pembiayaan.

Sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda) pemerintah daerah
tidak hanya menckankan regulasi saja. Seharusnya pemerintah daerah mendorong
pemberdayaan masyarakat. menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. meningkatkan

peran serta masyarakat. mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (DPRD). Kebijakan vang diterbitkan oleh pemeintah daerah
haruslah memberi manfaat dan meningkatkan kesejahieraan rakyat bukan
sebaliknya. Terkesan pemerintah daerah dapat bertindak apa saia untuk
menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). demi terpenuhinya anggaran

pendapatan béianja daerah (APBD).

2. Kinerja perencanaan dalam penyusunan APBD

Setiap organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba memerlukan
suatu alat pengukuran yang bersifat strategi. komprehensif dan, seimbang untuk
mendorong perbaikan organisasi secara berkesinambungafi, Pefigembangan dan
pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagat perspektif penting dapat
dicakup sehingga dalam proses pengambilan Keputusan untuk perbaikan kinerja
tidak terjadi sjzsiah arah.

Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai pembahasan kinerja perencanaan
dalam penyusunan APBD ipi, teriébih dahulu akan dibahas mengenai definisi
kinerja sehingga terdapaf\pefsamaan persepsi. Kinerja menurut kamus besar
Bahasa Indonesia_berart “suatu vang dicapai” atau prestasi yang dicapai atau
diperlihatkan sehingga kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kinerja oleh
individu perusahaan. Sedangkan pengukuran kinerja menurut (Dorelly Gibson
dan Irnacevich: 1994) adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan
tugas serta kemampuan untuk mencapal tujuan vang telah ditetapkan, kinerja itu
sendiyi dapat dinvatakan baik dan sukses jika tujuan vang diinginkan dapat
tercapai dengan baik. Selain itu dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) juga

dijelaskan tentang informasi dari kinerja perusahaan, yaitu informasi kinerja
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perusahaan terutama profitabilitas diutamakan untuk menilai perubahan potensial
sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan
(http:/’www. ppak-stan.com).

Berdasarkan beberapa referensi disebutkan bahwa istilah kinerja berasal dari
kata job performance atau actual performance, yang bermakna prestasi kerja atau
prestasi sesungguhnya vang dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja
pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Penulis
lain mengartikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai,dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2004; 67, Semientara Bernardin
dan Russell (1993:378) mengartikan kinerja sebagan “the” record of outcomes
produced on a specified job, function. or activify"during a specified time period”,
yaitu catatan outcomes yang dihasilkan dart Tungsi pegawai tertentu atau kegiatan
yang dilakukan selama periode wakty fertentu. Kinerja suatu jabatan secara
keseluruhan sama dengan juimilah.{rata-rata} dari kinerja fungsi pegawai atau
kegiatan yang dilakukant

Sebagai pegangan dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan
kerja seorang‘pegawai yang dapat dibuktikan dari hasil kerja sehari-hari yang
dapat memberikan nilai lebih bagi kemajuan unit kerja atau organisasinya. Setiap
pegawai diharapkan memiliki kinerja (prestasi kerja) yang memuaskan, sehingga
sinergi dart prestasi-prestasi pegawai akan dapat meningkatkan dan
mengembangkan eksistensi organisasi di tengah-tengah masyarakat. Penjelasan di
atas menekankan bahwa pengertian kinerja/prestasi sebagai ‘hasil” atau “apa yang

keluar” (outcomes) dan sebuah pekerjaan dan kontribusinya pada organisasi.
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Definist  pengukuran kinerja menurut  Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M,PAN/5/2007 adalah kegiatan
manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja vang dicapai dengan
standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja vang telah
ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut. menunjukkan bahwa pengukuran
kinerja merupakan hasif dari suatu penilaian vang sistematik dan didasarkan pada
kelompok indikator kinerja kegiatan, vang berupa indikator-indikator masukan,
keluaran, hasil. manfaat. dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas darl proses, yang merupakan kegiatan
mengoelah masukan menjadi keluaran atau pemilaian dalam\proses penyusunan
kebijakan/program/kegiatan. yang dianggap penting \dam berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran dan fujuan, Ruang lingkup/pengtXuran kinerja vaitu, dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan vang dilakukan dengan memanfaatkan
data kinerja, vang diperoleh melaltiNdata” internal, vang ditetapkan baik oleh
instansi maupun data eksternal™sang/berasal dan luar instansi.

Pengumpulan data kifieria dilakukan untuk memperoleh data yang akurat,
lengkap, tepat waktt, dan’konsisten vang berguna dalam pengambilan keputusan.
Pengumpulan“data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdini dari
indikator-indikator masukan. keluaran. dan hasil dilakukan secara terencana dan
sistematis setiap tahun uniuk mengukur kehematan, cfektifitas, dan kualitas
pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat
dan dampak ;iapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam
rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi. Pengukuran kinerja

meliputi kinerja kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana
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tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan
tingkat pencapaian sasaran orgamisasi. yang merupakan tingkat pencapaian target
{rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran. yang telah
ditetapkan  dalam dokumen rencana kerja (hitp//www ppak-stan.com).
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran
kinerja kegiatan. vang diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (Key
Performance Indicator).

Dilthat dari  perkembangannya, perencanaan keuangan (anggaran)
pemerintah  sekarang menggunakan pendekatan berbasis kinerja, Penemntuan
anggaran berbasis kinerja ini merupakan perwujudan, ‘dary” upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan‘\pemerintahan (Sukarman,
2007). Masyarakat saat i sudah menyadan  dKkan hak-haknya terhadap
pengelolaan keuangan pemerintah. Sebab bagaimanapun, masyarakat merupakan
stakehoders dari pemerintahan. Mereka “berhak mengetahui arah kebijakan
pemerintah  dan  penggunaamy dana’ vang  akan dialokasikan. Berdasarkan
perencanaan keuangan berbasis” kinerja tersebut, masyarakat dapat mengetahui
apakah benar sumber 'dana vang ada itu dialokasikan pada tempatnya, ataukah
disalahgunakan sepefti vang terjadi selama ini. Pemerintah jelas fungsinya adalah
melayani masyarakat. Karena itu, semua hasil yang dilakukannya tentunya akan
dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Seperti diketahui, ukuran kinerja vang baik itu besar manfaatnya sebagai
informasi dalam pengembilan keputusan dalam bidang:
- perencanaan strategis;

- manajemen program dan kualitas pelayanan;
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~ alokasi sumber dava dan anggaran belanja:
- pengawasan kontrak;
- manajemen personalia;
- kerjasama antar departemen;
- komunikasi dengan masyarakat.
Untuk itulah penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan berorientasi kepada
kepentingan publik harus memuat hal-hal berikut ini.
- Rincian mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah,
- Sasaran vang diharapkan menurut fungsi belanja.
- Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biava.safuan komponen
kegiatan vang bersangkuian.
- Prosentase dari jumiah pendapatan yang“membiayai belanja administrasi
umum dan pemerintahan umum.
Di samping itv. untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah perlu
dikembangkan berbagai hal sebagai-berikut.
- Standar analisa belanjaixyaiia penilaian kewajaran biaya untuk setiap kegiatan.
- Tolok ukur kinerjasyariu ukuran keberhasilan yang dicapal pada setiap unit
organisasi perabgkat daerah.
- Standar biaya. vaitu harga satuan unit biaya vang berlaku bagi masing-masing
daerah,
Keberhasilan ukuran kinerja dapat dirasakan jika memenuhi:
- berorientasi kepada hasil (resuli-orientedy. memfokuskan pada hasil bukan

proses;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/%%125.pdf

- selective: menggunakan indikator-indikator kinerja vang paling penting dan
berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan:
- bermanfaat (#seful): ukuran tersebut mampu menvediakan informasi nilai bagi
instansi dan pengambi! keputusan;
- dapat dipercaya (reliubie), menghasilkan data yang akurat dan konsisten
sepanjang waktu;
- laporan mudah diakses oleh masyarakat luas;
- memasukkan perbandingan-perbandingan baik internal maupun eksternal,
Meskipun sebagian besar pemerintah daerah sejak tahun 20603 sudah
mencoba menerapkan sistem anggaran berbasis kinepja \pérformance base
budgeting). Tapi. dalam kenyaiaannya menunjukkefi “bahwa dalam proses
penyusunan dan pengalokasian anggaran tersebuby, tampaknya pemerintah daerah
masih belum menghiraukan dan memperhatikén kebutuhan serta kepentingan
publik {masyarakat). Savangnva. masth, bérorientasi pada kepentingan aparatur
pemerintahan daerah sendiri f€ksekutif dan legislatif). Hal im1 barangkali terjadi,
karena selama ini partisipaSidlan keterlibatan publik dalam penvusunan APBD
tersebut kelihatannya ‘masih relatif rendah sckali. Kenyataan yang demikian
mengakibatkarmpenytsunan dan pengalokasian anggaran dalam APBD tampaknya
belum banyak berpihak kepada kebutuhan masyvarakat (stakeholders). Hingga,
anggaran vang dihabiskan sering memjadi udak efektif dan kurang efisien.
Maksudnva, alokasi anggaran memang makin meningkat dan tahun ketahun.
Kenyataannya, belum memberikan kontribusi dan dampak signifikan terhadap
peningkatan  perekonomian masyarakal. serta terhadap penanggulangan

pengangguran dan kemiskinan (Mahrizal. 2008).
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E‘)eheinnﬂ lahirmya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002,
sistem anggaran vang digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh daerzh
menggunakan sistemn anggaran tradisional (traditional budget). Akan tetapi
sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi pemerintahan, maka
sistern penyusunan APBD juga mengalami perubahan yang sangat mendasar,
Terjadinva perubahan sistem anggaran ini, karena sistem anggaran tradisional
{({ine-item hudgeting) dianggap memiliki beberapa kelemahan antara lain; bersifat
sentral dan top down, kenaikan jumlah anggaran setiap tahun secara increamental
tanpa dasar vang jelas, prestasi diukur dari penyerapan anggaran oleh setiap unit
kerja, dan lainnya.

Akibat terdapat beberapa kelemahan sistem anggardrrtradisional, maka sejak
tahun 2003 sistem anggaran daerah mengalami reéformasi. Semua daerah di
indonesia mulai menerapkan sistem anggarad” Kinerja (performance budget).
Penyusunan anggaran dengan medggunakan pendekatan kinerja ini memiliki
beberapa karakteristik dan pethedagn vang sangal mendasar bila dibandingkan
dengan sistein anggaran, Wadisional. Beberapa perbedaan yang sangat kentara
tersebut antara lain: penyusunan anggaran tradisional lebih bersifat sentralistis, di
mana perencanaan dibuat oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan apa yang
menjadi kebutuhan bagi masyarakat di daerah.

Dampaknya, banyak program maupun proyek-proyvek di daerah yang
menghabiskan dana yang cukup besar, tetapt tidak bermanfaat dan membawa
pengaruh  signifikan  terhadap peningkatan  pelayanan publik  maupun
perekonomian masyarakat di daerah, Berdasarkan prinsip dalam penganggaran

bahwa. sistemn anggaran berbasis kinerja lebih bersifat desentralistis. D mana
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penyusunan perencanaan dan penganggaran tidak didominasi oleh pemerintah
pusat. tetapi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) melalul partisipasi masyarakat
terlebih dahulu. Di samping itu. sistem anggaran berbasis kinerja tidak hanya
berorientasi dan fokus kepada input saja. tetapi juga fokus kepada output dan
oufcome.

Meskipun sistem anggaran telah mengalami perubahan yang cukup
mendasar. namun dalam kenyataannya sampai sekarang masih saja terlihat
kepentingan rakyat masih saja ada yang terabaikan. Kondisi \yang” demikian
barangkali disebabkan beberapa faktor antara lain; Pertamay. perubahan sistem
anggaran tersebut kelihatannya belum diikuti oleh, keteriibatan dan partisipasi
masyarakat dalam proses penyusunan anggaraf.\Kalaupun ada proses pelibatan
masyarakat melalui Rakorbang. Musrenbarig /miisalnya, ietapi menurut Nunuy
{2004) pelibatan masyarakat itu .belum berdasarkan pada kompetensi yang
dimiliki.

Kedua, sistem anggardn kinerja yang dilakukan setiap pemerintah daerah di
Indonesia sampai sekarang ini baru membawa perubahan terhadap administrasi
pencatatannya“saja dan belum pada perubahan substansinya yang berdasarkan
pada konsep value for money (ekonomis. efisien dan efektivitas). Hal ini di
samping disebabkan masih lemahnya pemahaman SDM pemerintah daerah
terhadap sistem anggaran tersebut. juga karena kurangnya pengawasan yang
dilakukan oleh publik. Ketiga, sistem anggaran kinerja yang seharusnya lebih
fokus dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (belanja publik), tetapi di

dalam kenyataannya malahan lebih didominasi oleh belanja aparatur.
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Keempat. sangal terbatasnya waktu yang tersedia oleh eksekurif untuk
memberikan pelayanan kepada publik. Sebab. waktu eksekutif hanya habis untuk
menyusun  anggaran  dan  mempersiapkan  berbagai  jenis  laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kelima. lemahnya partisipasi dan
kontro} publik telah memberikan keleluasaan bagi Pemda, baik eksekutif maupun
jegistatif dalam menyusun dan menentukan anggaran menurut kemauan dan
kepentingan mereka, tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sebapai konsekuensinya terlihat sekarang ini. sebagian mereka harus
berhadapan dengan hukum dan pengadilan. Keenam, cukup lamarya pihak
eksekutif maupun legislatif dalam menyusun dan membahas\anggaran. Kondisi
ini di samping tidak ada waktu lagi untuk mensosialisasikan RAPBD kepada
publik, pengesahan anggaran dan penetapan Perda tefftang APBD serta penetapan
peraturan Kepala Dacrah tentang Pepjabarad” APBD, juga menjadi sering
terlambat.

Menurut Nazaruddin (2005)/4anggaran kinerja adalah anggaran vang
mengedepankan prestasi ‘keria dengan lebih mengutamakan hasil dibanding
keluaran. Karena mengedepankan prestasi kerja, maka harus ada indikator kinerja
dari setiap pavrameter kinerja. Indikator kinerja antara lain input (masukan), output
(keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak). Dari sisi
struktur anggaran ada perbedaan yang substansial antara anggaran kinerja dengan
sistim anggaran sebelumnya. Istilah Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sangat
terkait dengan struktur teknis APBD. Struktur berdasarkan pendekatan kinerja
dibagi menjadi 3 {tiga) Pos. yaitu Pos Pendapatan, Pos Belanja, dan Pos

Pembiayaan, Berdasarkan pada struktur anggaran vang lama, vang disebut sebagai
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struktur anggaran berimbang dan dinamis, strukturnya hanya ada 2 (dua) Pos.
yaitu Pos Pendapatan dan Pos Belanja. Perubahan strukiur anggaran ini sangat
terkait dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sistim
anggaran lama ternyata terjadi pembiasan baik Pos Pendapatan maupun Belanja,
karena ada beberapa obyek vyang seharusnya masuk ke Pos Pembiayaan.
Pendapatan adalah semua penenimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu vang menjadi hak daerah. Pendapatan ini dapat terlihat pada Pos
Pendapatan. Konsep pendapatan berbeda dengan konsep penerimaan. Penerimaan
adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
Pendapatan yang terealisasikan dan masuk kas daerah menjadi.penerimaan, tetapi
tidak semua vpenerimaan merupakan pendapatan. katefd ada penerimaan vang
berasal dari pembiayaan,

Pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok,yaitu kelompok Pendapatan Asli
Daerah (PAD). kelompok Dana PBenimbangan, dan  kelompok Lain-lain
Pendapatan Yang Sah. PAD adalab/pendapatan vang dipungut oleh daerah vang
bersangkutan sesuai dengad Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Jenis-jenis
PAD antara lain_ Pajak “Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba hasil usaha
daerah/laba Bﬁl\{iﬂ dan lain-lain PAD. Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi
daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan
daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan Pemerintah Atasan semakin
berkurang, Obvek PAD antara lain untuk Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Benmotor,

Retribusi Pelayanan Kesehatan dan lain-lain.
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Kelompok Pendapatan vang kedua adalah Dana Perimbangan. Dana
Perimbangan pada prinsipnya merupakan pendapatan vang berasal dari
pemerintah pusat vang kemudian didaerahkan . Dana Perimbangan ini antara lain
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus.
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah pendapatan pemerintah pusat yang
kemudian dibagihasilkan dengan pemerintah daerah, misalnya Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak Atras Tanah dan Bangunan. Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum adalah pendapatan vang
merupakan transfer langsung dari pemerintah pusat dengan menggunakan formula
tertentu. seperti luas wilayah. jumlah penduduk miskim) ALY dan lain-lain.
Sedang Dana Alokasi Khusus {DAK) diberikan kepada daerah tanpa formuia
tertentu dan khusus untuk kebutuhan tertentu! mysalhya DAK untuk reboisasi,
DAK infrastruktur, kesehatan. pendidikan_dan lain-lain Nazaruddin (2005)
melanjutkan baliwa pendapatan di luar BAD dan Dana Perimbangan adalah Lain-
lain Pendapatan vang sah._/Pendepatan ini misalnya Dana Kontinjensi/Dana
Darurat dan lain-lain.

Belanja adalah semaua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu vang menjadi beban daerah. Sedangkan pengeluaran daerah adalah semua
pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran terientu. Belanja setelah
direalisasikan akan menjadi pengeluaran, namun belum tentu setiap pengeluaran
merupakan belanja. Pengeluaran bisa saja bukan dalam bentuk belania, tetapt
berupa pengeluaran pembiayaan. misalnya pembayaran hutang pokok. penyertaan
modal daerah. Pos belanja secara tekmis dibagi menjadi beberapa kelompok

belanja, antara lain Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan
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Pemeliharaan. Belanja Modal. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. dan

Belanja Tidak Tersangka. Dari sifatnya belanja dapat dibagi menjadi dua, vaitu

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengertiannya adalah sebagai

berikut:

a. Belanja langsung adalah belanja vang besar kecilnya dipengaruhi secara
langsung oleh adanva kegiatan. Semakin banyak volume kegiatan maka akan
semakin meningkal belanjanya. Belanja langsung juga dapat disebut sebagai
belanja yang dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan. Belanja
langsung ini dapat disebut sebagai variabe! cost,

b. Belanja tidak langsung adalah belanja yang besar kecinvayidak dipengaruhi
secara langsung cleh adanya kegiatan. Belanja ipi ddpat disebut sebagai fixed
Cast.

Setelah pengertian sifat belanja. kemudian masuk kepada definisi kelompok
belanja, menurut Nazaruddin (2005), yaitu:

a. Belanja Administrasi Umufmy (BAU): konsep ini lain dengan apa vang disebut
sebagai belanja rutiny BAU adalah belanja tidak langsung dan tidak menambah
aset tetap. Misalnva belanja gaji pegawai, listrik, air, telpon. pemeliharaan
kendaraan dan lain-lain;

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) adalah belanja langsung dan tetapi
tidak meéamba}x aset. BOP merupakan belanja yang berbentuk kegiatan. 1etapi 0
tidak menambah aset. Misalnya belanja operasional penertiban Pedagang Kaka

Lima;
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¢. Belanja Modal (BM), adalah belanja langsung dan menambah aset. Contoh
BM antara lain membangun gedung. beli kendaraan bermotor, bangun jalan
dan lain-lain;

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BBH-BK) adalah belanja yang
bersifat i:r-ansfer langsung tanpa indikator kinerja. Belanja ini misalnya untuk
Provinsi alokasi bagi hasil PKB-BBNKB ke Kebupaten/Kota. bantuan kepada
organisasi sosial kemasyarakatan. olah raga. profesi dan lain-lain;

e. Belanja Tidak Tersangka. dialokasikan uniuk mendanai kebutuhan daerah
vang mendesak untuk dilaksanakan, tetapi belum ada anggarannya:

Kemudian perbedaan substansial dengan struktur/2nggaran sebelumnya
adalah adanya Pos Pembiayaan. Pos pembiayaan adalai(suatu transaksi keuangan
daerah yang ;iimaksudk&n untuk menutup selisih‘antara pendapatan dan belanja.
Jika pendapatan lebih kecil dan belanja_akan” terjadi defisit. Defisit tersebut
kemudian ditutup oleh pembiayaam, Jika tferjadi surplus, yvaitu pendapatan lebih
besar dibanding belanja, makd 3urplus tersebut juga akan dimanfaatkan oleh pos
pembiayaan. Adanya pés\pefmbiayaan ini diharapkan sistim anggaran kinerja
dapat lebih akuntabel dan’ transparan. Obyek yang ada pada pembiayaan, dalam
strukiur anggaran Sebelumnya sebenarnya telah ada, tetapi muncul di Pos
Pendapatan atau di Pos Belanja. Padahal peruntukannya bukan untuk pos tersebut.

Pos pembiayaan dibag: menjadi dua kelompok., yaitu penerimaan dan
pengetuaran. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa lLebih Perhitungan
Anggaran Tahun yang lalu. Transfer dari Dana Cadangan. hutang/penjuaian
obligasi, dan penjualan aset daerah vanp dipisahkan. Sedangkan pengeluaran

pembiayaan terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan. Penvertaan Modal,
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Pembayaran Hutang Pokok vang Jatuh Tempo. dan Sisa Lebih Tahun Anggaran
Berjalan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah. pada Pasal 1 avat (37) Kinerja adalah
keluaran/hasil dari keglatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Keluaran (owipui) adaiah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan. Hasil (owrcome) adalah segala sesualu yang | mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu\program. Struktur
APBD merupakan satu kesatuan yang terdin dari Pepdapatan Daerah, Belanja
Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemeénptah daerah yang diakwi sebagai
penambah nilai kekayvaan bersih. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,_Kelompok. jenis. objek dan rincian objek
pendapatan. Belanja daerali adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilaj Kekayaan bersih. Belanja menurut kelompok belanja
terdiri dari Belanja” Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak
Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung merupakan belanja
vang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja vang
terdiri dari; belanja pegawai. bunga, subsidi. hibah. bantuan sosial, belanja bagi

hasil, belanja bantuan kevangan, dan belanja tidak terduga.
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Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jebis
belanja vang terdiri dari: belanja pegawai. belanja barang dan jasa. dan belanja
modal. Pembiavaan daerah adalah semua penerimaan yvang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran vang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah

terdiri dari penerimaan pembiavaan dan pengeluaran pembiayaan.

3. Penyusunan APBD

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur keuangan
negara sebagai dasar penyusunan APBD dan pengelolaan/Keuangan daerah tidak
banyak memuat peran serta masyarakat baik daland pemanfaatan anggaran
maupun evaluasinya. Penyusunan APBD sehartsniya tidak bisa lepas dari kaidah
penganggaran sektor publik. Setidaknya.adatiga kaidah yang harus dipenuhi
dalam penytisunan APBD. Tiga skaidah” tersebut adalah legitimasi hukum,
legitimasi finansial. dan legiumasispolitik. Legitimasi hukum menyangkut sejauh
mana APBD disusun defigdn shengacu pada peraturan perundang-undangan yang
ada. Penyusunan APBD térikat pedoman, prosedur, tahap, dan peruntukan sesuai
dengan peraturan yang ada. Legitimasi finansial mensyaratkan penyusunan APBD
harus disesuaikan dengan kebutuhan den kekuatan anggaran yang dimiliki daerah,
Di dalamnya harus dipatuhi asas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Penggelembungan dana (markup) dan anggaran ganda menjadi sesuatu yang
haram dan melanggar asas efisiensi.

Dari sist efektivitas, anggaran harus sesuai prioritas kebutuhan dan tepat

sasaran terhadap kepentingan publik. Istilah menghabiskan anggaran tidak lagi
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dikenal dalam penvusunan APBD saat ini. Yang diterapkan adalah prinsip money
Jollow function. yaitu. uang disediakan untuk memenuh fungsi kebutuhan
pelayanan pemerintah kepada masvarakat. Tidak ada alokasi anggaran tiap
instansi, vang ada adalah kebutuhan anggaran instansi.

Legitimasi politik mensvaratkan bahwa APBD harus merupakan hasil
aspirasi masyarakat. Legitimasi politik tidak sekadar berupa pengesahan oleh
wakil rakyat. Tetapi. di dalamnya merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat
hasil perencanaan hottom up yang sesungguhnva. Praktik saling titip proyek atau
agenda terselubung lainnya menjadi sesuatu yang menodai legitimasi politik ini.
Ketiga hal di atas cukup menggambarkan bagaimang Jsesdngguhnya. Lalu
pertanyaan yang akan muncul adalah. akankah perubabn itu berdampak kepada
tingkat serapan anggaran vang mampu dintkmati\masyarakat secara luas? Atau
justru sebaliknya, prospek peningkatan kesejahiteraan masyarakat akan semakin
sulit dicapal.

Dalam RAPBLD 2008 ini Eraksi FKS memberikan catatan tambahan berupa:
Kami setuju dengan pendapdt” Walikota dalam Nota Kuangan bahwa APBD
adalah instrumen.. untuk meningkatkan kesejahteraan masvarakat dengan
menentukan skala/prioritas. Hanya saja dalam catatan kami pemerintah daerah
tidak jelas dalam menentukan skala prioritas. Kami juga setuju pentingnya
transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD, sehingga tersaji
informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masvarakat meliputi tujuan
sasaran dan sumber pendanaan. Hal ini semestinya tercermin dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dengan output dan outcome yang terukur dan sinergi

dengan target-target RPIMD (FKS. 2008).
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Berdasarkan berbagal peraturan perundangan yang telah tersebut di atas

- pada prinsipnya penyusunan APBD haruslah mengedepankan prinsip-prinsip

good governunve. misainva akuntabilitas. transparansi. responsifitas. efektif,

efisien, partisipatif dan lain-lain. Untuk menerjemabkan prinsip-prinsip tersebut
maka disusunlah alur perencanaan anggaran.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002,
penyusunan APBI} dimulai dengan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum
{AKU) APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.
Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBID} diawali dengan ‘pénjaringan
aspirasi masvarakat, berpedoman pada Rencana Strategis™Dderah (Renstra)
dan/atau dokumen perencanaan daerab lainnya yang ditétapkan dengan Daerah.
Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD Kepala Daerah menyusun
Strateg: dan Prionitas APBD. Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan
Prioritas APBD ditetapkan oleh KepalazDaerah sebagai pedoman bagi perangkat
daerah dalam menyusun usulaf Frogfdm. Kegiatan dan Anggaran.

Penyusunan AKU didasarkan kepada rencana strategis (Renstra) vang telah
ditetapkan melaluj_pératuran daerah yang merupakan master plan kebijakan suatu
pemerintahan dalam periode tertentu/rezim. Karena Renstra merupakan kebijakan
dalam bentuk Perda. maka seharusnya pada saat penyusunannya sudah melalui
mekanisme public hearing dan partisipasi publik. Namun untuk dipahami, karena
Renstra disusun untuk perencanaan dalam jangka waktu lima tahun, maka sangat
mungkin Renstra yang disusun kurang sesuai dengan perkembangan vang terjadi
di masyarakat. Apalagi dalam perkembangan masyarakat yang sedemikian

komplek, maka semakin panjang rentang waktu perencanaan akan semakin sulit
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pula untuk memprediksi dan semakin lemah pula akuras: perencanaan. Untuk itu
diperlukan instrumen lainnya yaitu penjaringan aspirasi masyarakat

Penjaringan  aspirasi  masyarakat  untuk  mengakomodir  kebutuhan
masyarakat yang setiap saat bisa berubah dan ada kemungkinan berbeda dengan
rencana strategls yang telah ditetapkan dan harus direspon oleh pemerintah
sebagai bentuk responsifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik.
Penjaringan  Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dilaksanakan dengan
mﬁnggunaka{; berbagai metode, baik aktif maupun pasif. laring Asmara secara
aktif antara lain melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahar -(Musbangkel),
Diskusi UDKP. dan Musyawarah Perencanaan Pembatipunian” (Musrenbang).
Selain itu untuk mengetahui kebutuhan masyarakay secara’lebih obyektif, maka
Jaring Asmara vang dilaksanakan juga menggunakan instrumen metode penelitian
survey,

Jaring Asmara vang dilaksapaken” secara pasif dengan menggunakan
berbagai metode. antara lain”dialeg interaktif melalui radio. dan media massa
lainnya. Medéa lain yang dapdt digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan
keluhan, vsulan dan tain-ain adalah melalw situs internet www jogja.go.id, dan
sms hot line. Adanya beberapa media ini diharapkan masyarakat dapat secara
leluasa mempergunakannya sesuai  dengan kemampuan teknologi  dan
kesukaannya. Berdasarkan metode imt maka publik akan dapat langsung
mengakses ke pengambil kebijakan, sehingga dapat dikatakan sudah tidak ada
sekat lagi birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Kebijakan Umum APBD yang disusun juga harus mempertimbangkan

adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat menjadi
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salah satu in;;trumen untuk menvusun Kebijakan Umum APBD karena banyak
kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan
angggaran. misalnya dana pendampingan atas alokasi APBN. Di samping itu
sebagaimana kita ketahui, struktur pendapatan sebagian besar berasal dari Dana
Perimbangan. sehingga kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Perimbangan
akan mempengaruhi perfomance APBD. Ketiga komponen sebagat dasar
penyusunan APBD tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan
kebijakan Reafangan pemerintah daerah,

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD. pemerintah daerah menyusun
Prioritas dan Plafon APBD sebagai landasan operasiopdl maSing-masing unit
kerja dalam menyusun kegiatannya, Urgensi periunya Pfiotitas dan Plafon adalah
karena keterbatasan anggaran dan diperlukan addanya program dan kegiatan yang
tepat untuk mencapai kebijakan yang telah dientukan. Setelah ada AKU serta
Strategi dan Prioritas APBD. maka kedvanva harus diopersionalkan dalam bentuk
Rencana Anggaran Satuan K€ria {RASK). RASK inilah dokumen yang paling
operasional dalam proses pényusunan Rancangan APBD.

Terbitnya Peraturan/Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloldan Keuangan Daerah terjadi perubahan dalam proses
penyusunan APBD yang mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2007 hingga
sekarang. Sebelum melakukan penyusunan APBD pemerintah daerah terlebih
dabulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan
dokumen rencana pembangunan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran dan

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
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Berdasarkan RKPD tersebut maka Kepala Daerah dibantu oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyusunan Rancangan
Kebijakan UUmum APBD (KUA) vang selanjuinya disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas bersama antara TAPD dengan Panggar DPRI) untuk mendapatkan
persetujuan bersama dan disepakati bersama menjadi KUA. Berdasarkan KUA
yang telah disepakati tersebut. pemerintah dzerah menyusun rancangan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) vang dilakukan oleh TAPD. Rancangan
PPAS kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas
bersama antara TAPD dan Panggar DPRD untuk mendapatken. persetujuan
bersama dan disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran{PPA). KUA dan
PPA yang telah disepakati tersebut kemudian dituangkad dalam Nota Kesepakatan
KUA serta PPA vang ditandatangani bersama antara Kepala daerah dan pimpinan
DPRD. Selanjutnya masing-masing SKPLD melakukan penyusunan RKA-SKPD
dengan mempedomani KUA dan PRA varg tertuang dalan Surat Edaran Kepala
Daerah tentang pedoman pényustnan RKA-SKPD. RKA-SKPD vang telah
dibghas oleh TAPD dan Aisempurnakan oleh kepala SKPD selanjutnya
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan digunakan
sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD).

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. maka seiak tahun anggaran 2008 proses
penyusunan APBD sedikit mengalami perubahan yaitu, Rancangan KUA dan

PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD secara bersamaan dan
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ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam waktu
bersamaan.

Domai {2002) dalam tuiisannya menyebutkan bahwa tahap penvusunan dan
penetapan APBD melibatkan Eksekutif dan Legislauf, dalam rangka menetapkan
pokok-pokok pembangunan daerah di antaranya :

a. Arah kebijaksanaan Pembangunan Daerah.

b. Sasaran Pembangunan Daerah.

e

Semua nampak pada visi-misi dan RENSTRA Pemerintah Daerah,

-

Proses perencanaan dan penganggaran daerah

I~
*

Pembangunan daerah merupakan bagian dari késatuan sistem pembangunan
nasional vang dilaksanakan oleh semua komponcn imasyarakat dan pemerintah
menurut prakarsa daerah dalam kerangka-Negdara Kesatuan Republik Indonesia
{(NKRI}. Perencanaan adalah suatu“proses untuk menentukan masa depan yang
tepat, melalui urusan pilihan,ldéngan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Perencanaan pembasigunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antaripérencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Upava [x)embangunan mengarah kepada pencapaian tujuan yang diharapkan
dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap tahap pembangunan dan
pencapaian hasil pembangunan tahap yangbersangkutan akan menjadi landasan
ataupun anak tangga bagi kelanjutan usaha pembangunan pada tahap berikutnya.
Pentahapan pembangunan mengikuti pola rencana tahunan. menengah dan jangka
panjang dilakukan sedemikian rupa sehingga tahap rencana yang

diimplementasikan pada periode yang lebih awal menjadi tangga dan landasan
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bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnyva. Oleh karenanya para perencana
harus  mampu memikirkan langkah-langkah vyang bersifat strategis untuk
membuka atau meiempangkan jalan bagi upaya pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangungan daerah  disusun  dalam rangka untuk
memecahkan permasalahan pembangunan daerah. yang bersangkutan dan juga
untuk menunjang pelaksanaan rencana pembangunan jenjang daerah diatasnya,
termasuk program pembangunan nasional. Salah satu faktor adanya perencanaan
pembangunan di daerah adalah, karena adanya perbedaan potensi dan kondisi
ekonomi dan sosial antar daerah. Ini mendorong daerah whtuk “merancang
langkah-langkah agar tjuan pembangunannya dapat diCapat’Secara bertahap,
Daerah maju dan kaya dengan sumber alam,\(aKdan berbeda prioritas
pembangunannya dibandingkan dengan daerab, vang kebetulan miskin dan
tertinggal dalam pembangunan. Daerah yang sedang berada dalam tahap transisi
kearah berkembang maju, akan berbeéda permasalahannva dengan daerah vang
sedang mengalam stagnasi_étau <sédang merosot perkembangannya. Perbedaan
potensi dan kondisi sofial_skonomi tersebut memerlukan langkah penanganan
yang berbeda.

Selain ith, _pengembangan ekonomi dan sosial suatu daerah tidak terlepas
kaitannya dengan daerah-daerah lain, terutama dengan daerah-dacrah yang
berdekatan dengannya. Perencanaan pengembangan daerah ckonomi dan sosial
suatu kota. bagaimanapun tidak bisa berdiri sendiri, lepas dari daerah belakangnya

(hiterland dari kota tersebut). Kesemua hal tersebut membuat suatu daerah

memiliki kekhususan kondisi dan potensi sosial ekonominva sendiri, untuk mana
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diperiukan penyusunan rencana pembangunan yang bisa berbeda dari daerah yang
lain.

Perencanaan sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan lebih baik
didasarkan pada alasan sebagai berikut :

a. Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan  kegiatan,
adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada
pencapaian tujuan pembangunan.

b. Berdasarkan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting)
terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan
dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan
tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resike yang mungkin
dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi
sedikit mungkin.

¢. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagdi alternatif
tentang cara yang terbaik (the best alternatif) atau kesempatan Untok memilih
kombinasi cara yang terbaik (the best combination).

d. Berdasarkan perencanaan dilakukan penyusunan <¢kala prioritas, dimana
memilih urutan-urutan darl segi pentingnya suath tujvan, sasaran maupun
kegiatan usahanya.

e. Adanya rencana maka akan ada suatu alat ‘gengukur atau standar untuk
mengadakan pengawasanfevaluasi (controle/evaluation).

Secara umum, pemahaman tentang _pefencanaan kevangan itu adalah
merencanakan tentang berapa bésan pefierimaan yang diharapkan (expected
income} dan berapa pengeluaran yang dikehendaki. Namun demikian,
perencanaan kevangan 4w dilormulasikan berdasarkan rencana kerja yang sudah
ditetapkan. Sebab, ‘setiap’ aktivitas yang dilakukan pada masa mendatang sudah
pasti membutubkan pendanaan. Karena itulah besar kecilnya anggaran keuangan
akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar sasaran dan kegiatan yang ingin
dihasilkan (Sukarman, 2007).

Selain besar kecilnya ukuran aktivitas dan sasaran vang ingin dicapai,
ukuran dan bentuk organisasi pun juga mempengaruhi besaran alokasi anggaran.

Di sini tinggal menentukan aktivitas apa yang ingin dikelola. Perencanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43
14/41125.pdf

keuangan antara swasta dan pemerintah prinisipnya tentunya sama. Hanya vang
membedakan adalah orientasi dan tujuan dibuatnya anggaran tersebut. Perusahaan
jelas memiliki orientasi keuntungan dalam merencanakan keuangan., Sementara
pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek alokatif. prioritas. keadilan dan
kemampuan sumber anggaran. (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002)

Penganggaran merupakan suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu
pendapatan dan pembiayaan. kemudian mengatokasikan dana ke masing-masing
kegiatan, sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. dan selanjutnya
masing-masing kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam program, berdasarkan
tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu dengan standar biaya yang
berlaku.  Penyusunan anggaran merupakan suatusgencana tahunan, yang
merupakan ékwaiisasi dari perencanaan jarigka menengah mavpun jangka
panjang, dengan kewenangan vang dimilik]_ssat ini pemerintah daerah dapat
menyusun struktur anggaran, vang memungkinkan masyarakal dan manajemen
pemerintah daerah mengawasi™Jandnengevaluasi kebijakan vang telah dan akan
dilaksanakan

Mardiasmo _(2001) melakukan studi tentang masalah utama yang timbul
dalam proses perehcanaan dan persiapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di
Indenesia, vaitu ketergantungan keuvangan terhadap pemerintah prepinsi dan
pusat, dan pembatasan keuangan pemeriniah pusat kepada pemerintah daerah.
Studi kasus pada enam kabupaten/kota dengan periode amatan 1991/1992 sampai
dengan 1995/1996 yang menelitt budgetary slack dan pendekatan anggaran serta
waktu pemberian bantuan menyimpulkan dua hal, pertama, ketergantungan

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah propinsi dan
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pusat mendorong terjadinya kesenjangan anggaran. kedua. pendekatan hottom up
cenderung menjadi sebuah formalitas belaka karena pemerintah kabupaten/kota
dianggap tidak memiliki perencanaan strategik dan prioritas vang jelas.

Halim (2001 :19) mengatakan proses anggaran yvang telah disepakati antara
pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan
untuk  menunjukkan bahwa sebagal pihak yang bertanggungjawab  akan
“kepentingan rakyat” pemerintah daerah dan DPRD harus memposisikan dirinya
pada posisi vang tepat. Selain itu, hal tersebut adalah sebuah peluang untuk
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bukan sebagal salah satu
“penikmat” dana rakyat, akan tetapi dapat berbagi rasa déngan’rakvar dari dana
vang tersedia bagi daerah.

Berkaitan dengan adanya tuntutan terciplanya”akuntabilitas publik maka
DPRD memiliki peran dan kewenangan-yang/lebih besar dibandingkan dengan
masa-masa sebelumnya. Fungsi pewencapsan anggaran daerah hendaknya sudah
dilakukan oleh para anggota [IPREP sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat
{needs assessment) hindgd pénetapan kebijakan umum APBD serta penentuan
strategi dan prioritas APBD.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh proses
awal perencanaannva. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak
semakin baik pula implementasinya di lapangan. Keterlibatan berbagai
lembaga‘/instansi dalam proses perencanaan diperfukan kesatuan visi, misi dan
tujuan dari setiap lembaga tersebut. Dalam menentukan alokasi dana anggaran

untuk setiap kegiatan biasanya digunakan metode incrementalism vang didasarkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/43125 pdf

atas perubahan satu atau lebih variabel vang bersifat umum. seperti tingkat inflasi

dan jumlah penduduk.

S. Keterlambatan penvusunan dan pengesahan APBD

Pemerintah telah menyampaikan ancaman kepada pemerintah daerah yang
terlambat menyerahkan APBD. Apabila ancamaan ini benar-benar direalisasikan,
dampaknya akan sangal signifikan terhadap belanja daerah. Mengapa masih
banyak terdapat pemerintah daerah yang terlambat dalam menyusun APBD
tersebut, pada hat menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri MNomor'A3 Tahun 2006,
serta Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 5% Fdhun 2007 jadwal wakty
penyusunan dan penetapan APBD menurut tahapan-tahapannya sudah ditentukan
secara pasti. '

Ada empat faktor yang ‘mendorong pemerintah daerah terlambat
menyerahkan APBD, dan &mpat’faktor ini yang harus diperbaikai agar
keterlambatan itu tidak\t€rjadli. Pertama. berkaitan dengan perubahan sistem
penganggaran yapg sesunggubnya sangat revolusioner. Sebelum tahun 2002,
yakni sejak sistem penggaran baru mulai secara efektif diterapkan. cara berpikir
dalam menyusun APBD tidak mendasarkan pada pendekatan kinerja. Terbitnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 fentang Pedoman
Pengurusan, i)enanggungéawaban dan Pengawasan Keuaangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan APBD. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan APBD, pemerintah daerah harus mengubah pendekatan
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dan cara dalam menvusun APBD vang sebelumnya selalu mendasarkan pada
target masukan.

Berdasarkan sistem baru. pemerintah daerah harus menyusun APBD melalui
proses penetapan target yang akan dicapal beserta indikator-indikator dampaknya,
baru kemudian memperkirakan jumlah biaya vang diperlukan. Dengan kata lain,
anggaran é%:;uszm berdasarkan aktivitas vang mau dikeriakan (ectivity base
costing). Perubahan ini mempunyai implikasi, konsekuensi dan dampak terhadap
perilaku dan manajemen makro ekonomi daerah, Praktiknya, perubahan ini sangat
tidak mudah dilakukan, karena aparat daerah vang memang tidak terbiasa bekerja
dengan cara berpikir tersebut. Ketidakmudahan ini tampek” dari beberapa
Kabupaten khususnya di luar Jawa. vang baru menerapKati sistem tersebut secara
efekiif pada tahun anggran 2005,

Masa dalarmn kondisi belum terlaly_pabarm dengan sistem baru tersebut,
pernerintah p;éa tahun 2003 mengeluackat Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negdra. Pératuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keéuangdr Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahup 2006 tentang Pedomar Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Meniteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terbitn}fa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terjadi
perubahan mendasar terhadap mekanisme penyusunan APBD. Dalam Keéumsan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa “dalam rangka

menyiapkan Rancangan APBD. Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD
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menyusun Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD". selanjutnya berdasarkan AKU
terscbut maka Kepala Daerah menyusun “strategi dan prioritas APBD”. Pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mekanismenya berubah
menjadi “untuk menyusun APBD. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dacrah”.
Selanjutnya berdasarkan RKPD tersebut maka Kepala Daerah menyusun
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan berdasarkan KUA yang telah
disepakati bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Dacrah (TAPD) dengan
Panitia Anggaran DPRD maka Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

AKU APBD serta strategi dan prioritas APBD ditetapkan oleh Kepala
Daerah sebagai pedoman bagi perangkat daerah’dalarii’'menyusun usulan program,
kegiatan dan anggaran yang dituangkan _dalamRencana Anggara Satuan Kerja
(RASK). Rancangan KUA dan PPAS, setelah dibahas dan disepakati bersama
antara TAPD dan Panitia Asipgacan’ DPRD, masing-masing dituangkan dalam
Nota Kesepakatan yang, ditaridatangani bersama antara Kepala Daerah dengan
Pimpinan DPRD. ‘Kemudian berdasarkan nota kesepakatan tersebut TAPD
menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
RASK dan RKA-SKPD digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan
APBD dan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Mekanisme penvusunan APBD kembali mengalami perubahan dengan
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 59 Tahun 2007. di mana

disebutkan bahwa rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD secara
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bersamaan. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD pada tahapan
masing-masing (disampaikan tersendiri secara masing-masing). Situasi ini jelas
memuncutkan masalah teknis yang tidak sederhana dalam penyusunan APBD.
Pemerintah pusat mesti memperhatikan proses pembelajaran vang tidak mudah ini
untuk memberikan sanksi.

Kedua, ketidakkonsistenan proses perencanaan hingga proses penganggaran.
Spirit dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan peraturan vang terkait
adalah untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga, proses penganggaran sering
lebih menjadi acara ritual serimonial yang bersifat wdtin/ Benar bahwa setiap
pemerintah daerah mungkin sudah melaksaiakan’ prosedur dan mekanisme
Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten serta forum-
forum SKPD. tetapi dalam banyak Kejadian forum-forum tersebut sering terkesan

|l|

. hanya sebagai forum “ritual" yang.ndak efektif. Ketidakefektifan ini terkait pula
dengan proses penjaringan /aspirasi yang tidak represemtatif dan tiadanya
penajarnan prioritas herencanaan.

Apalagi kalaudalam forum-forum musrenbang ini tidak dihadiri dan tidak
adanva keterlibatan secara aktif dari anggota legislatif, maka sangat mungkin
prioritas-prioritas  program dan kegiatan ini akan berubah pada tingkat
pembahasan rancangan KUA dan PPAS, serta pembahasan R-APBD dengan
DPRD, dan hal ini pasti akan menjadikan proses penyusunan APBD lebih lama,

Keempat. proses politik vang sering berlarut-Jarut. Lamanya proses politik dalam

pengesahan APBD ini bisa terjadi karena berbagai sebab vang kadang-kadang
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tidak tampak dipermukaan. Adanya deal-deal antara pihak legislatif dengan
eksekutif merupakan contoh yang sering terjadi pada tahapan ini.

Atas berbagai sebab tersebut. pemerintah pusat perlu mengkaji serta
mengevaluasi dulu apa yang sesungguhnva menyebabkan keterlambatan tadi,
sehingga sanksi yang akan berdampak luas bagi daerah tersebut mempunyai
justifikasi vang kuat dan efektif untuk memaksa pemerintah daerah bekerja
dengan optimal. Sementara, pemerintah daerah (termasuk para anggota DPRD)
juga harus be:rccrmin, apa yang sesungguhnya mereka perdebatkan apakah demi
kepentingan rakyat ataukah hanya demi kepentingan mereka sendin, sementara
yang mesti menanggung akibatnya selalu rakyat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |3 “taftan” 2006 memandatkan
bahwa anggaran yang disetujui oleh DPRD pada fingkat kegiatan dan "wajib
menyajikan rincian fungsi, urusan pemerintahan. organisasi. program, kegiatan,
jenis. obyek dan rincian obveke belanja" (pasal 23 ayat (2)). Salah satu
konsekuensi mewajibkan rineian .pada tingkat kegiatan (satu tingkat di bawah
program) ada.lah. DPRDyhafus’menyetujui anggaran di tingkat pengguna anggaran
(SKPD) bukannya di tingkat yang lebih tinggi vaitu tingkat dinas. Persetujuan
pada tingkat yang serinci itu, membuat anggaran menjadi tidak fleksibel dalam
pelaksanaannya dan secara signifikan menyebarkan tanggung jawab pelaksanaan
anggaran,

Terlambatnya pengesahan anggaran sering kali menghambat penyelesaian
rencana kerja pada akhir tahun anggaran, karena sebuah rencana kerja
membutuhkan perencanaan yang matang dan mobilisasi sumber daya. Pada

akhirnya. walaupun penganggaran yang berbasiskan kas lebih sederhana,
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seringkali ini berarti pengguna anggaran harus menunggu sampai uang kas
tersedia untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Dana perimbangan vang
berasal dari pemerintah pusat seringkali terlambat pencairannya. akibatnya
pekerjaan menjadi tertunda dan terpaksa dilakukan pemadatan kegiatan menjadi
hanya beberapa bulan di akhir tahun. Bukti dari terjadinya jeda pendanaan ini
tercermin dari adanya surplus kas yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir
tahun

Beragam tantangan yang dihadapi pemeriniah daerah dalam reformasi
anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain
berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oléh Departemen di
tingkat nasional, kesulitan muncu! dalam keseluruhan Sikliv'keuangan pemerintah
daerah, Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan kKeuangan,
vang disebabkan oleh kompleksitas peratwran. kurangnya SDM, buruknya

koordinasi dan tidak memadainya teknologi vang digunakarn.

Beberapa contoh yang 4ebih spesifik antara lain: Keterpaduan Perencanaan
dan Penganggaran. Ketetkaitan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-tUndang Nemior'17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dalam penmyasunan Rencana Fembangunan Jangka Menengah (RPIM),
Perencanaan Tahunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA serta PPAS), dan
anggaran tahunan tidak jelas. Sedang tujuan dar Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah

untuk mengaitkan perencanan dan penganggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

dokumen perencanaan dan anggaran terientu disiapkan oleh Satuan Kerja
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Perangkan Daerah (SKPD). Dan ini menyulitkan pemerintah daerah karena
kurangnya kompetensi teknis pada tingkat tersebut. Tidak terdapat indikator untuk
mengukur pencapaian larget penvedisan lavanan vang digunakan dalam
perencanaan, serta tidak adanya kattan dengan indikator target dalam anggaran

tahunan yang berbasiskan kinerja.

Menurut Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dalam
rangka menviapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD
menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD (AKU) vang diawali dengan
penjaringan !aspirasi masyarakal dengan berpedoman pada Rencana Strategis
Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnva vang ~dit¢tapkan Daerah.
Berdasarkan AKU selanjutnya kepala daerah menyusun - Strateg! dan Prioritas
APBD. AKU serta Strategi dan Prioritas APBD berfungsi sebagal panduan
kebijakan umum bagi eksekutif’ dalam menwsun rancangan APBD (R-APBD).
Sementara dalam Peraturan Mentér Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006,
pemerintah daerah dan DPRD mefietapkan KUA serta PPA | yang mirip dengan
AKU tapi dengan progratn/dan kagiatan serta plafon anggaran untuk setiap

program dan kegiatarhyang raub lebih rinci.

Tertundanya” pengesahan APBD juga merupakan hal vang sangat lazim
terjadi, akibat prosesnya sendiri vang seringkali berjalan tidak sesuai dengan
kalender anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa tahap vang seharusnya
dilakukan secara beruntun, seperti misalnva penyusunap kebijakan umum
anggaran dan instruksi anggaran bagi dinas, ada kalanva dilakukan secara
bersamaan. Kadang rancangan anggaran sudah dalam tahap review sementara

kebijakan umum anggaran belum lagi disahkan. Meskipun menurut peraturan,
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rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah harus adanya perserujuan
bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD berdasarkan hasi! pembahasan
bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRI), paling lambat 1 bulan
sebelumn tahun anggaran berkenaan berakhir. Untuk tahun anggaran vang dimulai
bulan Januari. kadang eksekutif baru mengajukan rancangan anggaran kepada
DPRIY pada bulan Pebruari. Sementara DPRD membutuhkan paling tidak dua
bulan untuk review rancangan anggaran tersebut untuk memastikan anggaran
telah mencerminkan kebutuhan dan prionitas masyarakat. Konsekuensi tidak dapat
disahkannya anggaran sesuai jadwal, berarti pemerintah daerah \tidak dapat
mendanai pr;’)yek«proyek di luar belanja rutin. sepertingali/ pegawai negeri.
Kualitas beberapa proyek menjadi jauh berkurang jika Keterlambatan pengesahan
anggaran menyebabkan tidak tersedianya waktd yang/¢ukup untuk merencanakan
dan melakukan proyek bersangkutan. Unttk Jmempercepat proses pengesahan
anggaran, batk pihak legisiatif magpun eKsekutif harus melakukan pendekatan
vang tegas dalam menegapkan/langkah-langkah yang diperlukan bagi
penyelesaian proses APBIY secara efisien dan tepat wakw (Jumal Otonomi

Daerah (Vol.VH Now2 3\2007).

6. Otonemi dan’pembangunan daerah

Gerakan reformasi 1998 telah memberikan pressure yang luar biasa terhadap
pemerintah untuk membuka keran kebebasan, salah satunya adalah memberikan
keleluasaan vang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan
rumahtangganya sendiri melalui  kebijakan desentralisasi. Penyelenggaraan
pemerintahan dacrah vang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 oleh pemerintah pusat dinilai telah banyak menimbulkan distorsi bahkan
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kontroversi. Hegemoni partai politik sebagai akibat dibukanya keran kebebasan
telah mewarnai kehidupan politik lokal dan imbas terhadap birokrasi tidak
terelakkan. Penvelenggaraan pemerintahan daerah vang semula diharapkan
bersifat demokratis, transparan, dan bertanggung jawab ternyata tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Terjadi disorientasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Fakta menunjukkan bahwa selama berlakunya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dalam lima tahun, hampir semua pemerintah daerah provinsi,
kabupaten maupun kota memitliki kasus dalam penyalahguwaan dan
penyelewengan keuangan APBD. Hal itu disebabkan kurang komprehensifnya
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahui1 999 yvang memberikan
rambu-rambu bagi penyelenggaraan otonormi, dderah. Pemerintah Daerah
mendapatkan insentif untuk berimprovisasi” dalam mengelola anggaran karena
dimungkinkan oleh kebijakan fiskal yang ada.

Pemerintah  Pusat  bam _Aerkaget-kaget ketika sejumiah  daerah
membelanjakan APBD (iidak. sesuai dengan kaidah efektivitas, efesiensi, dan
ekonomis (Tiga Es)umi diatast dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang
bersifat tambal sulam dan kadang bernuansa reaktif. Kegalauan pemerintah
terhadap disorientasi praktek pelaksanaan otonomi daerah puncaknya adalah
digantikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Penggantian tersebut didasari pemikiran adanya
kenyataan bahwa tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tidak tercapai. Lahirnya undang-undang baru

tersebut diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap
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penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Sayangyva Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum
dilengkapi peraturan pelaksanaan yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
semua ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berkatlan secara langsung
dengan daerah olonom wanb menvesuaikan diri pengaturannya pada Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 selambat-lambatnya harus sudah dikeluarkan 2 tahun setelah Undang-
Undang tersebut diundangkan. Seharusnya peraturan pelaksanaan térsébut harus
sudah selesai dibuat dan diundangkan pada 15 Oktober 2006./Ironisnya sampai
saat ini Pemerintah belum sepenuhnva mematuhi keientdan pasal 238 ayat 2 vaitu
membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undag\Nomor 32 Tahun 2004,

Deparatemen Dalam Negeri mengakui setidaknya dibutuhkan 33 Peraturan
Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, dan\i Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk
melaksanakan Undang-Undarmg Nomor 32 1ahun 2004, Dani 33 Peraturan
Pemerintah yang dibutuhkdn baru 6 Peraturan Pemerintah yang dibuat atau baru
18% yang dipenuhiy, Sedangkan APPS! berpendapat setidaknya ada sekitar 22
undang-undang, sektoral vang harus direvisi atau dicabut dan diganti untuk
dibuatkan az;dangundaﬁg sektoral baru karena bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004. Tidak mengherankan jika hingga saat ini masalah
hubungan pusat dengan daerah kerap menimbulkan persoalan karena adanva
wilavah abu-abu vang memberikan ruang bagi munculnya multiinterpretast
terhadap hak untuk menangani urusan pemerintahan. Wilayah abu-abu ini telah

memakan banyak korban. baik kepala daerah, DPRD. maupun pejabat daerah
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yang terkena kasus hukum karena menjalankan kebijakan vang tidak didukung
oleh kelengkapan peraturan pelaksanaan.

Masalah yang paling krusial adalah belum adanya peraturan perundangan
yang mengatur tentang urusan pemerintahan seperti yang diamanatkan oleh Pasal
10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 vang muruclly exclusive antara
pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 13 Undang-Undang tersebut juga
tidak membedakan secara tuntas kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dampaknya sering terjadi tarik menarik kewenangan karena mereka merasa
berwenang mengatur urusan tersebut.

Kebijakan Desentralisasi mestinya harus memiliki’” desain  untuk
menghasilkan tatakelola pemerintahan vang baik. menmifigkatkan transparansi dan
akuntabilitas. menghasitkan barang dan jasa publik vang lebih efekiif dan efesien
masih jauh dari harapan. Pemerintah. Daefah vang berhasil mencipatakan
tatakelola pemerintahan yang baikameningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
dan menghasilkan barang daf jjasa’publik yang lebth efektif dan efesien, tidak
mendapatkan insentif yahg{meérmadai. Ada tiga agenda yang tidak boleh dilupakan
dalam melaksanakan “kebijakan desentralisasi vaitu terjaminnya stabilitas,
distribusi, dan\alekasi resources agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih
baik. Stabiiisgsi ini berkaitan dengan kemampuan menciptakan atmosfer tertentu
schingga pemerintah daerah mampu menghasilkan owfpur vang berdampak
terhadap pemingkatan kualitas hidup warganya. Berdasarkan teori organisasi dan
public finance pemerintah pusat vang lebih kompeten dalam mewujudkan
stabilisasi dan distribusi, karena pemerintah daerah tidak memiliki alat

kelengkapan vang memadal seperti kewenangan moneter. Kebijakan Nasional
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yang bersifat empowering terhadap kapasitas manajemen pemerintah daerah agar
pemerintah dacrah mampu menghasilkan barang dan jasa publik yang efektif,
efesien dan relevan dengan tuntutan dan masalah vang dihadapi masyarakat di
daerah mutlak diperlukan. Alokasi. sepenuhnya diberikan kepada daerah, karena
daerah yang paling tahu masalah dan tuntutan warganya.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah
daerah diperlakukan sama untuk semua daerah, tidak memperhatikan milien
specifity (kekhasan daerah), tidak memperhatikan aspek kapasitas manajemen
masing-masing pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan ke¢mampuan
menghasilkan barang dan jasa publik yang lebih efektf“dan efesien telah
mempengaruhi kinerja pemerintah daerah itu sendiriy Adapemerintah daerah vang
mampu melakukan alokasi resources dengan bdik\sehimgga berhasil memproduksi
barang dan jasa publik dengan lebih gfesien dan efektif serta relevan untuk
menjawab permasalahan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat, tetapi ada
vang tidak berhasil. Dengan Kataain, ada pemerintah daerah vang mempunyai
kapasitas manajemen unggl dan mampu menunjukkan prestasi aksi dan prestas)
hasil yang baik, tgtapi add juga pemerintah daerah yang kapasitas manajemennya
kurang memadai sehingga kurang mampu menunjukkan prestasi aksi dan prestasi
hasil yvang baik.

Rapat teknis pra raker yang diikuti oleh para Asisten 1 dan Biro terkait
pemerintah provinsi seluruh Indonesia vang diselenggarakan di Anver, Provinsi
Banten pada 25 Mei 2007, berhasil menginventarisasikan delapan masalah vang
mengemuka dalam praktek penyelenggaraan otononu daerah. Ke delapan masalah

tersebut adalah:
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a. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota. adalah persoalan yang paling krusial dalam
penyelenggaraan otonomi dareah. Sampai saat ini pembagian urusan tersebut
masih belum tuntas dan menyisakan wilayah abu-abu, vang kerap memicu
ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah. pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota. Saat ini urusan pemerintahan yang ditangani sama.
Oleh karena itu perlu ditetapkan secara tuntas (mutually exelusive) lokus dan
fokus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinst. kabupaten dan
kota yang saling berhimpitan. Keadaan ini telah ‘wiefigakibatkan munculnya
duplikasi atau pengabaian penanganan. bahkar’ saling’lempar tanggungjawab bila
urusan itu 'berimplikasi pada pengeluaran “uang. tetapi jika urusan itu
menghasilkan uang terjadi perebutan\ penanganan tersebut. Ini nampak pada
kasus-kasus bencana alam da pengadaan infrastruktur.

b. Kewenangan Guberfursebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pembahasan_ihwal kedudukan dan kewenangan Gubernur tidak lepas dar
konseps1 pemerintahan secara keseluruhan. Dipahami bahwa pemerintah daerah
merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara keseluruhan. Sebuah
sistem pemerintahan dalam negara hanya akan berfungsi jika sub-sub sistem yang
ada terintegralsi, saling mendukung, dan tidak berlawanan. Pemahaman terhadap
hal ini memberi landasan terhadap pentingnya penataan hubungan kewenangan
dan kelembagaan antara level pemerintahan di pusat, di provinsi dan di

kabupaten/kota.
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Praktiknva. hampir tidak ada negara di dunia yang semua pemerintahannya
diselenggarakan secara sentralistis atau sebaliknya diselenggarakan seluruhnya
secara desentralistis. Oleh karepa itu, dalam sistem negara federal maupun
kesatuan selalu ada perimbangan antara kewenangan vang diselenggarakan secara
sentralistis oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang secara desentralistis
diseleﬂgga?agan unit-unit pemerintahan daerah vang otonom. Hal ini pula vang
melahirkan konsep local state government dan local self government. Jika local
state governmeni melahirkan wilayah administrasi pemerintah pusat di daerah
yang direpresentasikan gubemnur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan
instansi vertikal di daerah, local self government melahirkan daerah atau wilayah
otonom yang direpresentasikan keberadaan DPRD.

Di Indonesia perwujudan local state govérnmeni dan local self government
mengalami pgrubaham dari wakiu ke wakgu, Jikadalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 daerah administratif dendaerah otonom berhimpit baik di
kabupaten/kota maupun propindi. dafam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
berhimpitnya daerah adiidistrasi dan daerah otonom hanya di tingkat provinsi,
Jadi, provinsi memilikh kedudukan sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah
administrasi. Kensekuensinya, selain sebagai kepala daerah, gubernur juga wakil
pemerintah pusat di daerah. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah
pusat, gubernur menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
kepadanya. Sesuai ketentwan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Huruf f,
pelimpahan  wewenang dari  pemerintah  kepada gubemur sebagai  wakil

pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut sebagai dekonsentrasi.
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Praktik pemerintahan daerah di Indonesia. ketentuan normatif Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 vang memberi fungsi ganda gubernur sebagai
kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat tidak berjalan optimal. Meski
dua fungsi ini berbeda. wilayah kerja dan orang yang menjabat gubernur adalah
satu. Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. wilayah
kerja gubernur sebagai kepala daerah otonom tidak memiliki hubungan hierarki
dengan daerah kabupaten dan kota. Pemutusan hierarki antara provinsi dan
kabupaten/kota dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom bukan tanpa masalah
karena pada implementasinya para bupati/wali kota tidak «dapat memisahkan
antara fungsi gubernur sebagai kepala daerah otonOpiydan sebagai wakil
pemerintah pusat.

Berdasarkan kapasitasnya sebagai wakil “\pémerintah pusat di daerah,
gubernur tetap memiliki kewenanganurntok melakukan pengawasan dan
koordinasi terhadap pelaksanaan.keweriangan kabupaten/kota. Selain itu, karena
pembagian kewenangan  dalam ~“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
berdasarkan fungs! (mengatdr dan mengurus), pemutusan hierarki sehingga tidak
ada lagi hubungag-antara provinsi dan kabupaten/kota adalah sesuatu yang tidak
mungkin. Pemalfaman yang salah inilah yang merupakan sumber kontroversi
kedudukan dan kewenangan gubernur.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mereposisi kewenangan gubernur
agar fungsi ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah
pusat berjalan optimal. Provinsi sebagai intermediate government, merupakan
penyambung dan penghubung kepentingan, serta kewenangan yang bersifat

nasional dengan yang bersifat lokal harus diberdayakan. Ini penting karena
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Gubernur mempunyal peran yang signifikan sebagai perekat hubungan pusat dan
daerah dalam bingkai NKRIL

Di Indonesia inmrermediate governmment diwujudkan dengan terintegrasinya
wilayah administrasi dan daerah otonom. Jika pemerintah pusat memiliki
kewenangan yang bersifat standar. norma, dan pedoman nasional, provinsi
memiliki  kewenangan vang bersifat lintas  kabupaten dan  koordinasi
penyelenggaraan kewenangan di wilayah provinsi itu. Sementara kabupaten/kota
memiliki kewenangan mengatur dan mengurus dalam bidang kewenangan yang
dimiliki berdasarkan standar dan norma dari pusat juga dari provinst:

Reposist kewenangan gubernur idealnya dilakukandengan tujuan penguatan
lokal, bukan sebaliknya bertujuan resentralisasi’ kekuasaan. Karena hakikat
otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan” dan pemerintahan kepada
masvarakat. Harus dibuka keseimbafpen~antara kepentingan yang bersifat
nasional serta regional dan kepentingan yang bersifat lokal. Di sini dianut
gabungan an;ara prinsip ubiformitas dan subsidiaritas, di mana kewenangan
pelavanan dan pemerintahar{ seharusnya memerhatikan kepentingan nasional dan
lokal.

Harus disaddri bahwa otonomi daerah. adalah aspek yang paling strategis
untuk merajut integrasi nasional, di sini otonomi daerah memadi batu uji untuk
pelaksanaan keadilan, demokrasi, kesetaraaan dan pemerataan. Daerzh dituntat
untuk  mampu  menunjukkan kinerjanya untuk  mewujudkan  keadilan,
menumbuhkan kehidupan yang lebih demokratis, dan melakukan pemerataan

+

kegiatan dan hasil pembangunan. Selain itu otonomi daerah juga dapat dijadikan
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wahana untuk mengembangkan pluralisme dan semangal inklusivisme. Di sinilah
Gubernur memiliki peran kunci.

Berdasarkan prinsip wniformitas dan  subsidioritas. kewenangan vang
seharusnva  dilakukan gubermnur sebagai  wakil pemerintah  pusat  adalah
kewenangan vang bersifat dekonsentrasi dan kewenangan vyang bersifat
pengawasan dan koordinasi. termasuk kewenangan untuk membatalkan peraturan
daerah kaba?atgnfki)ta. Kewenangan pengawasan dan koordinasi ini dapat
dilakukan provinsi, karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah. Selain itu, atas alasan efisiensi dan efektivitas, di mana samripai saat ini
lebih kurang 1.000 peraturan daerah bermasalah belum dapat diputuskan
Departemen Dalam Negeri. maka pemberian kewedangankepada gubernur untuk
melakukan review atas perda-perda bermasalahsakan amat membantu fungsi
pengawasan terhadap peraturan daerah(“~Mefeposisi peran dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat “di daerah adalah dengan menyambungkan
kembali hierarki antara proyvinsi-dan kabupaten/kota.

Oleh karenanya pen®” segera dibuat peraturan perundangan sebagai
implementas) otepemi “daerah vang mengatur tentang kewenangan gubernur
sebagai wakil penferintah pusat di daerah vang menangam urusan-urusan vang
berhubungan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sekarang
timbul kecenderungan departemen memperpanjang tangannya ke daerah melalui
pembentukan balai dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) vang senng tidak sinkron
dengan kebijakan daerah,

c. Pengangkatan Sekretaris Kabupaten/Kota
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Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota telah memusingkan
Gubernur. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan kanr puncak bagi
birokrat daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota vang mampu bekeriasama
dengan pemerintah provinsi, adalah modal bagi terbentuknva kerjasama antara
pemerintah kabupaten/kota dengan pemeritnah provinsi. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 berfentangan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 132
{3), pengangkatan Sekretaris Dareah yang mengharuskan persetujuan Menteri
Dalam Negeri selain memperpanjang rentang birokrasi. juga rawan dipolitisasi.
Senyatanya yang mengetahui dengan tepal tentang spesifikasi-dan kualifikasi
personne! vang pantas untuk menduduki jabatar sekretaris daerah. adalah
Baperjakat Daerah. Baperjakat Provinsi yang harp$ melakukan fir & proper test
untuk mengetahui kompetensi birokrat calon Sekegtaris Daerah. Oleh karenanya
pengangkatannya cukup oleh Gubernur(tanpa harus dengan persetujuan Menteri
Dalam Negeri. Ini sejalan dengan peéran gabernur sebagat wakil pemeritnah pusat.
d. Perimbangan Keuangan

Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, yang mengikuti ketentuan
Undang-Undang <Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan telah
memungkinkanwmanculnya ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah kaya akan
mendapatkan dana fiskal yvang semakin besar sedangkan daerah yang miskin akan
mendapatkan bagian vang semakin kecil. Perlu ditinjau kembali dasar-dasar
penetapan perimbangan keuangan dan perclehan DAU. Kasus tentang Bah dan
Daerah Istimewa Yokyakarta yvang miskin sumber daya alam otomatis akan
mendapat DAU vang kecil, tetapi kedua provinst tersebut mempunvai sumber

dava jasa yang memadai tetapi tidak pernah diperhitungkan dalam DAU. Oleh
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karenanya perlu memasukan variabe) baru yang dijadikan pertimbangan untuk
menetapkan besarnva dana perimbangan dan DAU dengan memperhatikan
karakteristik daerah. termasuk apakah daerah dengan bentang daratan atau
bentang kepulauan. Ke depan perlu ditata kembali distribusi dana perimbangan
untuk daerah dengan memperhatikan karakteristik daerah yang bersangkutan agar
memberikan rasa keadilan.
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sampai sekarang ini hampir di seluruh daerah kecuali DDKI1 Jakarta,
pemerintah daerah adalah pembelanja terbesar dan menjad: penggerak ekonomi
yang dominan di daerah. Belakangan ini proses penyusunan'APBD di level daerah
memerlukan waktu yang cukup lama karena hdrusi\disusun besama DPRD.
Setidaknya memakan waktu nyaris tiga bulan. kemudian dibawa ke Departemen
Dalam Negeri untuk diperiksa, dan ini jugafiiemakan waktu. Akibatnya APBD
baru bisa dibelanjakan sekitar bulan*April‘dan Mei, sehingga terjadi keterlambatan
pembelanjaan di daerah. Padahal. APBD merupakan penggerak ekonomi daerah,
dengan keterlambatan dap refdahnya penyerapan pembelanjaan APBD maka akan
memper}amb;it pertumbuhan ekonomi daerah. Imi masalah yang dirasakan
bersama oleh hampir semua pemerintah daerah. Perlu dicarikan jalan keluar dari
Pemerintah untuk membuat mekanisme penyusunan dan pengesahan APBD yang
lebih cepat dan akurat.
f. Pertanahan

Masalah Pertanahan adalah masalah pelik yang kerap dihadapi oleh

pemerintah daerah, masalah tersebut kerap kali membawa ekses eskalasi konflik

di daerah. Sudah saatnya urusan pertanahan sebagian di devolusi ke pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/ 25 pdf

dacrah. Hingpa saat ini kewenangan pertanahan masih menjadi kewenangan
pemerintah pusat. Hal ini telah menyulitkan pemerintah provinsi. kabupaten dan
kota. Kasus vang terjadi terutama vang berkaitan dengan HGU dan HPH yang
telah habis masa berlakunya kerap memunculkan konflik karena tiba-tiba tanzh
tersebut beralih milik sementara masyarakat sekitar tidak dapat mengakses
redistribusi tanah eks HGU.

Sampai saat ini Badan Pertanahan Negara masih melakukan intervensi
berdasarkan ketentuan bahwa harus ada izin pelepasan dari menteri berkaitan.
Ketentuan tentang pelepasan hak yang mengharuskan ada iaitr—dari menten
berkaitan seharus dihapuskan dan dialihkan kepada gubefmuryang notabene wakil
pemerintah pusat di daerah yang tahu persis téntang kondisi pertanahan di
daerahnya. Jika devolusi diberikan kepada gubepniur ini akan mempermudah
gubernur sebagai wakil pemerintah untukmembagikan HGU yg sudah habis masa
berlakunya. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk membagikan 9.000.000
ha lahan. HGU dan HPH<yahg dikeluarkan oleh pemerintah pusat kerapkali
mengabaikan hak-hak masydrakat lokal dan yang notabene secara teadisional dan
tran temurug menggunakan tanah tersebut. Kewenangan pertanahan vang masih
berada di tangan-pémerintah pusat sering memunculkan kasus persehisiahan antara
pusat dengan masyarakat di daerah. Dacrah tidak bisa menyelesaikan. Ini
berpotensi menciptakan kerawanan keamanan di daerah. Oleh karena itu daerah
harus diberi kewenangan menangani pertanahan vang ada di daerahnya.
Pertanahan merupakan urusan khusus, mestinya didiskusikan bagaimana cara

penanganan bersama antara pusat dan daerah.
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g. Sengketa Perbatasan dan Penanganan Daerah Perbatasan

Sengketa Perbatasan dan Daerah Perbatasan adalah isu yang belum
mendapatkan perhatian vang memadai dan pemerintah pusat. Masalah batas
daerah merupakan masalah krusial sering menimbulkan konflik di daerah.
Kewenangan Gubernur dalam menangani sengketa perbatasan antara kabupaten
yang satu dengan yang lainnya dinilai masih lemah. Ini sangat berbahaya karena
memicu konflik dan menghambat kerjasama antar daerah. Oleh karena itu
gubermur diberi kewenangan yang jelas dan besar dalam hal menangani sengketa
perbatasan.

Provinsi yang berbatasan dengan Negara tetanggd dan faut internasional
perlu diperluas kewenangannya. Pemerintah pusat yang'bertanggungjawab dengan
urusan perbatasan dan pulau terluar sering tidak ‘memfasilitasi apakah itu dalam
bentuk infrastruktur atau yang lainny&-agar” daerah yang bersangkutan bisa
menjaga keutuhan territorial. Sementard daerah vang bersangkutan terbebani
dampak yang timbul dari kebijaKan tersebut. Kasus tertangkapnva kapal asing
yang melakukan illegal fishiftg seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Maluku,
Maluku Utara, dan-Gorontalo telah menyusahkan daerah. Daerah harus memberi
makan kepada‘awak kapal asing yang ditahan, ini membebani anggaran daerah,
maka jalan keiuarnya hanya beberapa awak kapal dan kapalnya ditahan. [ni adalah
sebuah kerugian. Oleh karena itu pemerintah mestinva menempatkan alat-alat
kelengkapan yang memadai untuk menjalankan urusan wajib pemerintah pusat

yang ada di daerah terutama daerah perbatasan dengan negara tetangga.
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h. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah telah menguras ener)i pemerintah provinsi. dan prosesnya
sering  menimbulkan ketidakstabilan daerah. Pemekaran sering kurang
memperhatikan aspek kemampuan daerah vang akan dimekarkan. Sebaiknya
ketentuan tentang pemekaran harus lebih mengedepankan faktor-faktor vang
dimiliki daerah yang berkaitan Jangsung dengan kemampuan menyelenggarakan
pelavanan publik vang lebih baik dibandingkan dengan daerah induknya.
Pemekaran saat ini lebih tinggi bobot politiknya dari pada aspek kondisi obyekiif
daerah. Harus ada audit independen yang komprehensif vang—mengevaluasi
kelayakan pemekaran dan ada masa transisi untuk pemekaran yvang diawasi olsh
daerah indull. Setelah menunjukkan kinena vdng \baik. baru dimekarkan.
Pemerintah Pusat seharusnya mengeluarkan insentif dan disinsentif bagi daerah
pemekaran. Jika daerah pemekaran tdak mampu menunjukkan Kinerjanva dalam
perbaikan HDI, maka sebaiknya. digabung lagi dengan daerah induk, karena
rakyatlah yang dirugikan.

Isu dan permasalahan/dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang telah
dipaparkan di atas;intinya bersumber pada belum memadai dan belum lengkapnya
peraturan pelaksanaan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
Di samping i’{u pemerintah harus melakukan audit vang komprehensit terhadap
prakiek penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk ke depan perlu dibentuk tembaga
independen vang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat untuk melakukan audit prakiek penyelenggaraan otonomi
daerah. Pembagian urusan pemerintahan yang selama ini lebih dominan berada

dalam domain politik, perlu digeser ke domain manajerial, agar pembagian urusan
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pemerintahan tersebut memperhatikan kaidah-kaidah administrasi publik yang
menjamin keadilan. pemerataan. dan efektivitas dan efisiensi.

Penyelefzggaraan otonomt daerah harus didukung oleh dimensi struktural.
Bentuk dimensi struktural dapat ditunjukkan dengan adanya Lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau disebut council, Kepala Daerah (KDH)
dan perangkat daerah. serta aturan yang berkaitan dengan kelembagaan. Dimensi
struktural atau kelembagaan. baik yang terdapat dalam council atau Kepala
Daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah vang. dianut oleh
suatu negara pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk hubungariantara Kepala
Daerah dan DPRD. Selain itu, proses pemilihan Kepéla-Dacrah baik secara
langsung oleh masyarakat atau oleh DPRI} senaptiasa, bersifat politis. Berarti,
dengan demikian esensi pemberian otonomi ‘dacrah tidak hanya sekedar
memenuhi ruang administratif, namun ketekatn hubungan antara pemilih dengan
wakilnya vang lebih erat.

Esensi dari otonomi adalah keéwepangan vang dimiliki oleh pemerintahan
daerah untuk mengatur dan/mengurus sendini rumah tangganya. Dalam hal ini
pemerintahan daerah-memiliki pengetahuan dan kepahaman mengenai potensi dan
kebutuhan daerali” Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan
meningkatkan efisiensi. efektivitas. dan daya tanggap dalam pelavanan publik di
masing-masing daerah. Kondisi ini diharapkan pelayanan publik yang dihasilkan
juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah.

Istilah otonomi sendini muncut dalam berbagai konteks hukum. Berdasarkan
hukum nasional otonomi adalah bagian dari pemerintah sendiri dari sebuah

institusi dan organisasi publik. Termasuk kewenangan membual peraturan
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perundang-undangan. vang menvatakan bahwa pemerintah otonomi berhak
mengatur urusannya sendiri melalui pengesahan sebuah Undang Undang. Menurut
hukum internasional, otonomi berarti bahwa sebagian dari wilayah suatu negara
diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri yang dalam Beberapa
hak dengan cara mengesahkan suatu undang-undang tanpa diikuti pembentukan
suatu bangunan kenegaraan yang baru.

Menurut Lapidoth yang dikutip oleh Hans-Joachim Hentze terdapat
beberapa konsep dari otonomi dalam konstruksi hukum : (1) as a right to act upon
one’s own discretion in certain matters, (2) as a synonym of indeperidence, (3) as
a synonym of decentralization; dan (4) as exclusive{powers of legislation,
administration, and adjuication in specific areas ofdn.awonomous entity (1997).

Secara "prinsip, otonomi diberikan _sebaga)” perolehan suatu wilayah
berpemerintahan  sendiri  (internal-sélfy goverment).  sebagai  pengakuan
kemerdekaan parsial dari pengaruh\pemerintah pusat. Kemerdekaan ini hanya
dapat ditentukan melalui tingkatan otonomi dalam proses pengambilan keputusan
politik. Otonomi Daerah\adajah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentitigan masyarakal setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali
kewenangan di bidang politik luar negeri. pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan hskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan
dengan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensinya pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul
oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. berupa peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. pengembangan
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kehidupan demokrasi. keadilan. dan pemerataan. pemeliharaan hubungan yang
serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan urajan
diatas. dengan kata lain  pemerintah daerah dituntut (1} mampu
mengak(}m(}d'asikan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan
politik dan pembangunan, (2} birokrasi vang bersih dan berwibawa (clean and
good government).

Secara ideal pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarzkat secara merata sehingga mereka dapat hidup seearatayak. Tujuan
pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam konstitusi merupakan tujuan
ideal yang harus dicapai dalam jangka panjang. Tujuan f)embangunan hanya akan
dapat dicapai melalui pelaksanaan pembangunan ‘vang berlangsung secara terus
MENErus. Um.uk dapat membangun pemeérimalt harus berupaya menggali sumber-
sumber pendapatan untuk pembiayaan pcmbangunan.

Tujuan umum dan akhif dar usaha pembangunan, baik pada tingkat nasional
maupun pada tingkat daerah’adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan
bathin {material_dan-hon-material) dari seluruh anggota masyarakat. Pencapaian
tujuan ini upaya’pembangunan dilakukan secara bertahap dan berencana serta
selaras dan seimbang tidak hanyva antar bidang melainkan juga selaras dan
seimbang antar wilayah atau daerah dari suatu negara.

Dilihat dari kacamata daerah. tujuan pembangunan vang dilakukan di daerah
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sesvai
dengan aspirasi penduduk di daerah yang bersangkutan. Usaha tersebut dengan

memanfaatkan potensi alam dan sumber daya vang tersedia. Kalau kondisinya
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masih berada dibawah apa yang dijumpar di daerah lainnya maka sasarannya
adalah mengejar ketinggalan yang dialami tersebut. Kalau keadaannya sudah
berada pada tingkat atau di atas rata-rata nasional, sasaran usaha paling tidak
untuk memelihara kondisi tersebut. Di samping itu upaya pembangunan yang
dilaksanakan_ di daerah juga dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional yang kuat dan stabil juga akan
berdampak positif bagi pertumbuhaﬁ dan perkembangan ekonomi daerah yang
bersangkutan. Lihat saja tentang hal ini dalam kasus hubungan ekonomi antara
pusat dan daerah di Indonesia. Kenyataan memperlihatkan bahwa perkembangan
ekonomi nasional sangat mempengaruhi perkembangaf /ekonomi daerah. Ini
disebabkan terutama karena kemampuan keuapgan‘ daerah untuk sebagian

besarnya masih sangat tergantung kepada pusat.

Blakely (1994: 60).Peran pemeriniah “daerah dalam pembangunan daerah
adalah : (a) Entrepreneur. vaitG _peémerintah daerahl bertanggung jawab untuk
merangsang jalannya suatuwusaha bisnis, (b) Koordinator, yaitu pemerintah daerah
sebagai koordinator dalam penetapan suatu kebijakan atau strategi-strategi bagi
pembangunan daerah. {¢) Fasilitator. yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat
pembangunan melalui perbaikan lingkungan atfitudional di daerahnya, (d)
Stimulator, yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan
pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi
investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuhkembangkan

investor yang telah ada di daerahnya.

Desentralisasi mendekatkan pemerintahan dan pembangunan kepada

masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus berpindah dari pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41125.pdf

pusat kepada pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah yang
dimiliki ini menjadikan fungsi penmierintahan dan pelayanan menjadi Jebih efektif
dan efisicn. Sebab pemerintahan daerahlah yang mengetahui secara detail
kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. maka program pembangunan
dan pelavanan akan beronentasi kepada kepentingan masyarakalnya. Daerah
dapat merespon secara cepat kebutuhan daerah tanpa harus menunggu persetujuan

dari pemerintah pusat.

Pembiayaan, dalam arti penyediaan dana, merupakan salah $at sumber
daya terpenting bagi pembangunan. Pembangunan pada dasarnyvd merupakan
kegiatan yang dilakukan saat ini, akan tetapi hasilnya-atdu bazhnva baru dapat
dipetik kemudian. Untuk dapat melaksanakap “pémbangunan tersebui rtentu
diperlukan dana tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan mencakup seluruh dana
vang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Dalam ha! ini dana
untuk pembiéyaan pembangunan” bisa beérasal darl sumber-sumber yang dimiliki
pemerintah  sendirli  maupun dari  sumber-sumber vang  berasal dari luar

pemerintah.

Pemerintah)khuSusnya di negara-negara berkembang umumnya mengalami
keterbatasan sumber dana sendirt untuk membiayai pembangunannya vang masth
berjalan. Dilihat dari kondisi terasebut, dengan demikian mereka memerlukan
tambahan dana dari pihak luar agar program pembangunan yang telah
direncanakan dapat terlaksana. Pihak lain vang dimaksud dapat berasal dari dalam
negeri, misalnya dari lembaga perbankan, maupun dari pithak asing vang peduli

dengan program pembangunan di suatu negara. Berkaitan dengan hubungan ni
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pemerintah dapat meiakukan suatu kegiatan vang dikenal dengan nama pinjaman

{{oan) dan bantuan {grand).

Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam usaha meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan rumah tangganya. Pada
urmumnya sumber Pendapatan Asli Daerah {(PAD) vang dominan bersumber dari
penerimaan p'ajak daerah dan retribusi daerah. Akibatnya tampak disparitas yang
sangat besar antara pangsa pajak daerah dan retribusi daerah dengan pangsa
komponen-komponen PAD lainnya. Hal ini menunjukkan bahwapemerintah
daerah belum melakukan penggalian potensi sumber-sumber PAl seCara optimal.
Penerimaan Asli Daerah dalam pelaksanaannya sangal dicengaruhi kondisi
perekonomian daerah yang bersangkutan. Salah satu/indikator untuk mengetahui
kondisi ekonomt suatu daerah dalam suapr perigde tertentu ditunjukkan oleh
PDRB. PDRB didefinisikan sebagai jumlalinilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suaty” daerah, atau merupakan jumlah selurub nilai

barang dan jasa akhir vangdihdsilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah,

B. Kerangka Berpikir
APBD merupakan parameter dalam menentukan maju atau tidaknya suatu
daerah atau progress report yang dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja
atau performance budgeting system vang mengutamakan upaya pencapaian hasil
atau output daerah. Proses penyusunan APBD dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan penyusunan APBD sebagaimana mekanisme yang telah

ditentukan tidak sepenuhnya menjadi acuan dalam proses percepatan penyusunan
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dan pengesahan APBD. Banvak faktor lain vang mempengaruhi percepatan dalam
penyvusunan dan pengesahan APBD. diantaranya adalah peraturan vang berubah-
ubah dan kinerja SDM.

Mengingat pentingnya faktor proses, peraturan. dan kinerja SDM dalam
penyusunan APBD dengan dukungan dari berbagai pihak vang terkait secara
bersinergi sehingga tidak terjadi keterlambatkan dalam penyusunan APBD di
Kabupaten Aceh Tamiang. maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Proses Penvusunan APBD

L 4

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Peraturan vang Berubah-ubah Kualitas SDM

3

Penetapan APBD

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

C. Definisi Konsep
Defenisi konsep vang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Mekanisme (prosedur) adalzh suatu urutan proses dan tata cara vang harus
ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah. Proses
penyusunan APBD yang ditempuh melalui mekanisme vang diisyaratkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 vaitu diawali

dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) vang
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merupakan landasan pedoman dalam penvusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA), dilanjutkan dengan penvusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) dan diakhiri dengan penyusunan rancangan APBD
(R-APBD). Proses penyusunan APBD tahun 2009 telah dilaksanakan
bersama-sama dengan pihak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Aceh
Tamiang.

2. Proses adalah seperangkat kegiatan yang saling membutuhkanmasukan dan
mentransformasikan  untuk  menghasilkan  suatu  kelvaran. “(Henry ],
Jehansson, 1995;44).

3. Peraturan: peraturan perundang-undangan yafg mefupakan pedoman dan
petunjuk tehnis vang berhubungan _dengan prosedur dan mekanisme
penyusunan APBD yaitu Undang.Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2804, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomoer\33~Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005, Peratirdy Menteri Dalam Negeri Nomorl3 tahun 2006,
Peraturan Meémterd Dalam Negert Nomor 39 Tahun 2007. serta peraturan-
peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. Kinerja: sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2004: 67). Dalam penelitian ini
kinerja adalah kemampuan kerja seorang pegawai vang dapat dibuktikan dari
hasil kerja sehari-hari yang dapat memberikan nilai lebih bagi kemajuan unit

+

kerja atau organisasinya. Setiap pegawai diharapkan memiiiki kinerja
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(prestasi .. kerja) vang memuaskan, sehingga sinergi dari prestasi-prestasi
pegawai akan dapat meningkatkan dan mengembangkan eksistensi organisasi
di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menekankan bahwa pengertian
kinerja/prestasi sebagai “hasil™ atau “apa vang keluar™ (ouicomes) dari sebuah
pekerjaan dan kontribusinya pada organisasi. Jadi kinerja dalam penelitian ini
akan diukur berdasarkan kualitas SDM aparat dan penguasaan terhadap
peraturan perundang-undangan penyusunan APBD dengan pendekatan
kinerja menekankan dan mengutamakan upaya pencapaian output dari input
yang éit{;tapkan. SDM dalam penelitian ini adalah aparatur\perencanaan dan
penganggaran dalam penyusunan APBD. serta anggota DPRD dari unsur
Panita Anggaran DPRD.

5. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah vang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerifitah «dderah dan DPRD. dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Dalam ‘penelitian ini APBD adalah APBD
Kabupaten Aceh Tamiang. vang ditetapkan dengan Perda dan Qanun

Kabupaten Aceh Tamiang!
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BAB I

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena tujuan penelitian
ini lebih pada mengungkapkan proses dan makna. Sebagai penelitian kualitatif,
kajran memberi penekanan pada proses dan pemaknaan nilai kerja serta penyebab
perubahannya yang tidak akan diuji secara ketat dari segi kuantitas, jumlah,
intensitas ataupun frekuensi (Denzin dan Lincoln. 1994), Sedang strategi untuk
mencapai tujuan penelitian adalah dengan metode stu@di/kesus. Unit dan studi
kasus adalah para aparatur dan anggota DPRD ,vang terlibat langsung dan
mempunyai pengalaman dalam proses penyusunan APBD.

Penelitian kualitatif adalah penelifian“déngan menggunakan latar alamiah,
dengan maksud menafsirkan fenorhend yang teriadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagai metode yang ada. Moeloeng. (2004;5) memaparkan bahwa
penelitian kualitatif adalativpenelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik
untuk mencari,_@an-menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena
dalam suatu lataf yang berkonteks khusus.

Paradig;na yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma
interpretatif. Paradigma interpretatif lebih menekankan pada makna atau
interpretasi seseorang terhadap sebuan simbel. Tujuan penelitian dalam paradigma
im adalah memaknai (to inferpret atau fo understand. bukan fo explain dan fo
predicty sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme. Pendekatan

%

yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan
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memahami respon atas keberadaan manusia, serta pengalaman vang dipahami
dalam berinteraksi (Saladien, 2006:13). Para fenomenolog percaya bahwa pada
makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman
melalui inter;ksi dengan orang lain (Moeloeng. 2004:18).

Penggalian data utama yang merupakan data kualitatit dilakukan dengan
teknik wawancara mendalam, dengan pertimbangan pentingnya melakukan temu
muka berulang dengan informan sebagai proses pemahaman dan konfirmasi
terhadap pandangan subjek penelitian mengenai mekanisme, peraturan, kualitas
kinerja, dalam proses penyusunan APBD (Taylor dan Bogdan,_ 1984). Subjek
penelitian ini adalah informasi yang dijadikan sumberidataPenetapan subjek
penelitian diQ atas bersifat Purposive Sampling Asampel bertujuan), di mana
informan dipilih berdasarkan tingkat keteriibatan”dan pengusaannyva dengan
masaiah, fokus dan tujuan penelitian. Apabila tidak ditemukan lagi variasi data
dari sejumlah informan, maka penpgumpian data dihentikan, jadi jumlah informan

bisa lebih banyak atau sedikit dart yang diuraikan di atas.

B. Sumber Dat&dan Informan

Penelitian~im dilakukan pada satvan kerja perangkat daerah di sebuah
Kabupaten Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tepatnya di Kabupaten
Aceh Tamiang yang terkait dalam proses penyusunan APBI}. Objek analisis pada
penelitian ini adalah realitas organisasi pemerintahan daerah sebagai sebuah
komunitas, vang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur.

Informan vang diptith dalam penelitian ini adalah para aparatur dan anggota
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DPRD yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses
penyusunan APBD yaitu:
1. SKPD (Unit perencanaan) yang terdiri dart Dinas Pekerja Umum (1 orang),
Dinas Pendidikan (1 orang). Dinas Kesehatan {| orang).
2. TAPD {Tim Anggaran Pemda} yang terdiri dari Bappeda (14 orang). Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (4 orang).
3. DPRD (unsur panitia anggaran} sebanyak 4 orang.
Schingga dari penjelasan tersebut di aias. yang dijadikan informan dari

penelitian ini berjumlah 25 orang.

C. Instrumen Penelitian
Penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview)
dengan menggunakan pedoman wawancira. observasi, dan buku catatan {catatan

anekdotal), serta dokumentasi vang berkaitan dengan penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan/irata
Pengumpulane-data dalam penelitian inl menggunakan observasi, wawancara

dan pengkajian dokumen. Hal ini di dasarkan atas pendapat Lincoln dan Guba
(1985) vang menyatakan pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara,
observasi, dan dokumen (catatan atau arsip). Secara rinci pengumpulan data
dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik:
1. Observasi

Observast vang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi peran serta

(participart  observationy SKPD  yang terkait langsung dalam proses
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penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Data atau informasi yang
diperoleh dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian
baik secara terbuka maupun terselubung. Kemudian hasil pengamatan dibuat
berupa catatan lapangan yang disusun setelah observasi dan mengadakan

hubungan dengan subjek yang ditelin.

I3

Wawancara

Wawancara dengan informan sebagai nara sumber data dan informasi
dilakukan’ dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Hal
ini  dimaksudkan bahwa, wawancara dilakukan antare—lain  untuk
mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatdn,-@rganisasi, perasaan,
motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lains/” Kebulatan, merekonstruksi
kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang telal diharapkan untuk dialami
pada masa yang akan datang; menfiverifikasi, mengubah dan memperluas
informasi yang diperoleh dariorang“ldin dengan baik, baik manusia maupun
bukan manusia (irianguldsi)..dan memverifikasi. mengubah dan memperluas
konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan data
(Moleong. 2084, Proses wawancara 1ni peneliti melakukannya dengan
mengemukakafny” pertanyaaan-pertanyaan dengan terstruktur jika dilakukan
secara formal. dan pertanvaan tidak terstruktur jika dilakukan secara tidak
formal dan aktor.

3. Pengkajian Dokumen

Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini
berupa: pengumuman. instruksi, peraturan-peraturan, laporan, dan keputusan-

keputusan sehubungan dengan proses penvusunan APBD di Kabupaten Aceh
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Tamiang. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsir oleh peneliti. dalam
penelitian ini didukung pula dengan instrumen sekunder. vaitu catatan dan

dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Metode Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis
dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong (2004) bahwa
analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan (data ke dalam
pola, kategeri dan satuan uraian dasar schingga dapat ditemukarntema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti vyang disarankand sleh “data. Selanjutnya
dikemukakan bahwa analisis data merupakap” preses yang terus menerus
dilakukan dalam riset observasi partisipan {Bogdan, 1982). Data dan informasi
vang diperoleh dari lokasi penelitian akan.dianalisis secara kontinu setelah dibuat
catatan lapangan untuk menemukan ‘faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
proses penyusunan APBD ¢ Kabupaten Aceh Tamiang.

Analisis data dalam/penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu
fakta/data dikategerikan menuju ke tingkat abstraksi yang iebih tinggi melakukan
sintesis dan mergembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari
tokasi penelitian melalui wawancara. observasi. dan dokumen maka dilakukan
pengelompokan data, Kemudian dilakukan analisis penguraian dan penarikan
kesimpulan tentang faktor-faktor vang berpengaruh terhadap proses penyusunan
APBD di Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut Moleong (2004), analisis data dilakukan juga dimaksudkan untuk

menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih
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kecil dari dat:a penelitian. Kata yang baru dapat terdiri dan catatan lapangan yang
diperoleh melalui observasi. wawancara. dan studi dokumen. Lalu data tersebut
dianalisis agar diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan
data, mereduksi data, penyajian data. penarikan kesimpulan/verifikasi selama dan
sesudah pengumpulan data. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan
sepanjang penelitian. Karena itu sejak awal penelitian, peneliti sudah mulai
mencari pola-pola tingkah laku aktor, penjelasan-penjelasan, konfirmasi-
konfirmasi yang mungkin terjadi. alur klausul, dan mencatat keteraturan.

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan akan
berlanjut hingga akhir penelitian nantinya. Nasution (1998:4427) mengemukakan
bahwa, ~Analisis data adalah proses menyusun. mengKategorikan fakta. mencari
pola atau tema dengan maksud untuk memahami rhaknanya™. Agar lebih relevan,
efisien dan akurat maka analisa data didasarkan pada jenis sumber data yang
dikumpulkan. Data hasil observasi.dan dokumentasi dilakukan secara reduksi atau
pengelompokan data. displai: data“dengan menampilkan dalam bentuk bagan,
tabel atau matrik dan sebagainya kemudian dilakukan verifikasi guna memperoleh
gambaran kesimpulan:

Data hasil “wdwancara dalam analisis dilakukan pengelompokan hasil
wawancara berdasarkan kelompok informan serta cross check guna memperoleh
informasi suatu fenomena. Penganalisaan data yang digunakan oleh penulis

adalah secara kualitatif, vaitu sebagai berikut:
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1. Editing

Sebelum -data diolah. data dan bahan vang sudah diperoleh dari hasil
penguinpulan data perlu diedit kembalt. Daia diseleksi dan diteliti kebenarannya
apakah memenuhi svarat untuk diolah atau tidak.
2. Klasifikasi

Tahapan ini peneliti melakukan penggolongan terhadap data-data vang
dipercleh berdasarkan bentuk, pola, dan ciri tertentu.
3. Tabulasi

Kegiatan vang dilakukan pada tahap ini. peneliti merumuskarn berdasarkan
karakteristik kedalam bentuk tabel dan bagan sebagai penggambaran data-data
tersebut.
4. Interprestasi

Tahap ini merupakan tahap terakhifyarg dilakukan oleh peneliti, dimana
dalam tahap im peneliti mencari arti, luas dari data vang diperoleh dengan jalan
menghubungkan antara ilmQ pengetahuan dengan fenomena yang terjadi di

lapangan.
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BAB Y
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses penyusunan APBD di Kabupaten Acch Tamang mempedomani
Peraturar:z Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri, Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Weyangan Daerah, serta
mempedomani  Peraturan  Menteri  Dalam{ _/Ne¢peéri  tentang pedoman
penyusunan APBD (tahun anggaran berkenaaniyang setiap tahun diterbitkan,
tetapi proses pelaksanaannya masih”belum sempurna, baik pada tahap
perencanaan khususnya daldm ‘peryusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Repjas8KPD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)sumnaupun pada tahap penganggaran khususnya dalam
pelaksanaampembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA} dan pembahasan
Rancangan Qanun APBD dengan DPRD.

2. Tahapan vang paling krusial dalam keseluruhan proses penyusunan APBD
adalah proses penyusunan Renja-SKPD, vang dilakukan dalam Forum SKPD.
Ketidaksempurnaan proses penyusunan Renja-SKPD  terlihat  karena
penyusunannya tidak dilakukan scbagaimana mekanisme yang berlaky,
dimana penyusunannya secharusnya dilakukan oleh masing-masing SKPD

bersama Camat vang difasilitasi oleh Bappeda dengan mengikutsertakan
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DPRD secara aktif. Tetapi dalam pelaksanaannya. penyusunan Renja-SKPD
lebih dominan dilakukan oleh Bappeda. Keterbatasan data di Bappeda untuk
penyusunan Renja-SKPD dan keterbatasan SDM Bappeda. mengakibatkan
Renma-SKPD yang disusun oleh Bappeda juga tidak sempurna. Akibat tidak
sempurnanya penyusunan Renja-SKPD. mengakibatkan tidak sempurna juga
penyusunan RKPD. karena RKPD disusun dengan menggunakan bahan
Renja-RKPD. Penyusunan RKPD dilakukan oleh kepala Bappeda karena
merupakan tanggungjawab sepenuhnya kepala Bappeda. Proses penyusunan
RKPD tidak dilakukan melalui pembahasan dengan TARD.karéna apabila
dilakukan pembahasan bersama TAPD. bertentangan{dengan ketentuan yang
berlaku dan akan memperpanjang waktu pemyusunannya, sehingga dapat
memperlambat waktu penetapannya. yang mengakibatkan proses penyusunan
APBD secara keseluruhan juga menj@diteriambat serta penetapan APBD juga
terlambat dari waktu yang telah ditentikan.

3. Pembahasan rancangan KUIA seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan
rancangan PPAS. dap pefribahasannya tidak dilakukan bersama SKPD tetapi
hanya oleh TAPD, bersama Panitia Anggaran DPRD. Pembahasan rancangan
Qanun APBB dilakukan bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD
dan tidak mengikutsertakan SKPD. Pembahasan belanja langsung dalam
rancangan Qanun APBD, seharusnya tidak dilakukan pembahasan belanja
secara detail sampai dengan rincian objek belanja darni setiap kegiatan dengan
melakukan pembahasan RKA-SKPD.

4, Faktor-faktor vang berpengaruh terhadap proses penyusunan APBD di

Kabupaten Aceh Tamiang adalah :
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a. Peraturan vang berubah-ubah
Peraturan yang berubah-ubab berdampak terhadap keseluruhan proses
penvusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang, dimana proses
penyusunannya memerlukan waktu vang relatif lama. karena untuk
implemeniasinya membutuhkan waktu bagi aparatur untuk mempelajan
dan memahaminya teriebih dahulu, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang
berkualitas. Dengan kondisi keterbatasan SDM di eksekutif khususnya
pada aparatur perencana, serta keterbatasan kemampuan SDM DPRD
berdampak dalam proses penyusunan dan percepatan penetapan APBD di
Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dapat terlihat” dimana proses
penvusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang Setiap tahunnyva selalu
memerlukan waktu yang lama, dan waktt penetapan APBD selalu
terlambat dari jadual vang telahditentukan ofeh peraturan perundang-
undangan.
b. Kualitas SDM unsur, TAPD dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Aceh
Tamiang
Dari segi kuantitas SDM sudah cukup memadal. tetapi dari segi kualitas
dan pemaliaman terhadap peraturan-peraturan tentang proses penyusunan
APBD  dirasakan belum memadai. Kurangnya kualitas SDM,
mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyusunan APBD, sehingga
penctapan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang selalu terlambat darn jadual
vang ditentukan.
5. Kesempurnaan dalam penyusunan APBD, dan ketepatan waktu penetapan

APBD dapat dicapai bila perencanaan disusun secara sempuma dan tepat
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waktu sampai dengan proses akhir tahapan perencanaan. yaitu penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} vang merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah. Tahapan yang paling krusial dalam proses
penyusunan APBD adalah penyusunan Renja-SKPD. vang merupakan
rencana pembangunan tahunan SKPD dan digunakan sebagai bahan dalam
penyusunan RKPD.  Kesempurnaan penyusunan RKPD ditentukan oleh

sempurna atau tidak sempurnanya penyusunan Renja-SKPD.

B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut dapat diambil bébérapa saran. sebagai
berikut:

1. Proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh"Tamiang dalam setiap tahapan
perencanaan dan penganggaran. agar(benar-benar mengikuti mekanisme vang
berlaku sebagaimana yang ditentukandalam Peraturan Menter Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Peraturan Menteri_Dalanm’Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas ?eraiﬁran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan‘Kenangan Dacrah, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang pedoman Penyusunan APBD (tahun anggaran berkenaan) yang

diterbitkan setiap tahun.

)

Penvusunan Renja-SKPD dan RKPD agar mempedomani Surat Edaran
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk  Teknis
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Penyelenggaraan Musrenbang (tahun anggaran berkenaan) yang diterbitkan
setiap tal‘agm

3. Pelaksanaan pembahasan rancangan KUA/PPAS sena rancangan (lanun
APBD dengan DPRD. agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomorm 13 Tahun 2006 tentang Pedioman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 539 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembahasan rancangan
KUA dan PPAS agar hanya dilakukan bersama oleh \Tim~ Anggaran
Pemerintah Daerah dan Panitia Angparan DPRD, 4idak “rmengikutsertakan
SKPD, dan pelaksanaan pembahasannya agar/dilakukan secara bersamaan.
Pelaksanaan pembahasan rancangan Qanunsientang APBD juga hanya
dilakukan oleh TAPD dan Panitia Afiggardrt DPRD, tidak melibatkan SKPD.
Pembahasan belanja dalam rancapgan Qanun APBD agar tidak dilaksanakan
dengan melakukan pembahasanr RKA-SKPD. RKA-SKPD dibuka/dibahas
apabila DPRD memerhikan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan
program dan kegiatan tertentu saja. Terhadap alokasi belania dari kegiatan-
kegiatan SKPD yang terdapat dalam rancangan Qanun APBD, agar tidak
dilakukan pembahasan sampai rincian objek belanja. karena semua
kebutuhaan belanja pada setiap kegiatan SKPD telah dihitung dan
diproyeksikan pada saat penyusunan Renja-SKPD, dan plafon anggarannya
telah dibahas dan disepakati oleh TAPD dan Panitia Anggaran DPRD dalam

pembahasan PPAS, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan PPAS.
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4, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar segera menyusun Qanun tentang
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 330 avat(1) bahwa
ketentuan tentang pokok-pokek pengelolaan keuangan daerah diatur dengan
peraturan daerah (qanun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya dalam pasal 330 ayat (2) disebut bahwa berdasarkan
perda (ganun) tersebut. kepala daerah (Bupati) menetapkan peraturan kepala
daerah tentang tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

5. Seringnya berubah-ubah peraturan diharapkan dapat disikapi‘dengan cepat dan
cermat oleh satuan kerja. yang terkait dan bertanggungiawab terhadap
penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiangddiliekali dengan peningkatan
kualitas SDM aparatur perencana. pengelola“keuangan daerah, DPRD. dan
unit-unit perencanaan di SKPD. Adatnya program peningkatan kualitas SDM,
disertai dengan pemantapan_ “peran” DPRD dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan, adanya komitunefvang utuh dan DPRD dan seluruh jajaran
pemerintahan daerah) diléafapkan proses penyusunan APBD di Kabupaten
Aceh Tamiang-sésuai dengan mekanisme yang berlalu. serta tepat waktu
sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Pemerintah Pusat agar dapat membuat suatu peraturan ientang pengelolaan
keuangan daerah yang baku dan diharapkan tidak sering berubah-ubah,
selanjutnya di masa datang sistim pengelolaan keuangan daerah yang
bersumber dari APBD, agar diberlakukan sama dalam suatu peraturan yang

sama dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari
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APBN. sehingga tidak ada perbedaan dalam pengelolaannya seperti yang
berjalan selama ini.

7. Peningkatan kualitas SDM TAPD dan Panitia Anggaran DPRD. dalam upaya
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang,
khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dapat dilakukan
melalui pelatihan-pelatihan serta berbagai bimbingan teknis dan sejenisnya
guna penyempurnaan proses penyusunan APBD. dengan demikian penetapan
APBD di Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat tepat waktu, Berbudaya
kerja merupakan suatu keharusan, karena saat ini diperiukah Sosok aparatur
pemerintah vang mampu melaksanakan tugas secata-profesional dengan
dilandasi Kkaidah, nilai. dan norma dalam rangka tereiptanya etika kerja yang
penuh tanggungjawab. sebagail suatu budava “kerja aparatur. yaitu bekerja
keras (fisik} dan cerdas dengan diland@siketja ikhlas (hati).

8. Agar DPRD terlibat secara .aktif "dalam proses penyusunan APBD di
Kabupaten Aceh Tamigngi.khususnva pada tahapan perencanaan. Ke-
ikutsertaan secara_aktifvDPRD dalam setiap tahapan perencanaan sangat
menetukan tefhiadap kesempurnaan penyusunan dan percepatan penetapan
APBD. Pelaksanaan Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renja-SKPD,
agar benz:rubenar dilakukan oleh masing-masing SKPD bersama Camat yang
difasilitasi/dikoordinir oleh Bappeda. dengan melibatkan secara aktif DPRD,
sesuai dengan Komisi-komisi yang membidangi masing-masing SKPD.
Penyusunan Renja-SKPD agar dapat dilakukan dengan sempurna sesuai
ketentuan yang berlaku. kerena dengan sempurnanva Renja-SKPD maka

RKPD juga akan sempurna. Penyusunan RKPD agar tidak dilakukan melalui
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pembahasan dengan TAPD. karena penyvusunannya sepenuhnya dilakukan dan
tangungjawab kepala Bappeda. dan penetapan RKPD (dengan peraturan
Bupati Aceh Tamiang) agar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang
ditentukan peraturan berlaku vaitu paling lambat akhir Mei tahun anggran
berjalan. Tepatnya waktu penetapan RKPD. diharapkan proses penyusunan
tahapan-tahapan berikutnya dalam rangkan proses penyusunan APBD dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. sehingga waktu penetapan
APBD Kabupaten Aceh Tamiang untuk setiap tahunnya dapat tepat waktu.
Pada masa yang akan datang diharapkan agar kerjasama yarig baik antara
eksekutif dan legislatif lebih ditingkatkan lagi € dengan membangun
komunikasi politik yang baik oleh pemerintah, dacrah dan DPRD, serta
didukung dengan kerja keras oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim
Anggaran DPRD dalam setiap tahapan proseés pembahasan APBD Kabupaten
Aceh Tamiang. yang berorientasi Kepada kepentingan masyarakat dan
sepenuhnya untuk pemgfiukan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Acch

Tamiang.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN INI DIIST OLEH PENELITI PADA SAAT
INTERVIEW DENGAN INFORMAN

Pedoman wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai
pendapat informan yang berkaitan dengan judul penelitian “FAKTOR-FAKTOR YANG
BERPENGARUH DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG (TAHUN 2004 - 2009)”.

Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan bapak/ibu
di tempat kerja, karena penelitian ini semata-mata untuk keperluan akademis. Untuk itu
kami mengharapkan informasi serta jawaban yang sesungguhnya (objektif) dari bapak/ibu
sesuai pandangan bapak/ibu mengenai hal tersebut.

Atas bantuan dan partisipasinya dalam mengisi daftarpertanyaan ini saya
vcapkan terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN

1. Umur D . AN
2. Ienis Kelamin O et e et ee ettt enerans
4. Pendidikan Terakhir er vt ea e bt s anrt e e bavsasnnes

5. Pekerjaan/Jabatann e s e s e

6. Masa Kerja e e e e

149

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41125.pdf

1. Bagaimana menurut anda proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang ini.

2. APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, dapat anda
jabarkan mengenai hal ini.

3. Tolong berikan pendapat anda terhadap peraturan-peraturan vang berlaku dalam proses
penyusunan dan pengesahan APBD,

4. Bagaimana dengan kebutuhan SDM di bidang perencanaan dan penganggaran guna
peningkatan kualitas kinerja dalam rangka proses penyusunan APBD.

5. Menurut anda siapa saja yang atau SKPD mana vang berwenang dalam proses
penyusunan APBD, mengapa 7

6. Apakah di Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan
APBD, mengapa?

7. Legitimasi politik mensyaratkan bahwa APBD harus merupakan hasil aspirasi
masyarakat, bagaimana penjelasan anda mengenai hal ini.

8. Bagaimana dengan proses perencanaan dan penganggaran ‘daeral’ Kabupaten Aceh
Taminag dalam rangka proses penyusunan APBD.

9. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang berpengarGly teriadap proses penyusunan
APBD di Kabupaten Aceh Tamiang.

10. Menurt anda mengapa terjadi keterlambatan “péngesahan APBD Kabupaten Aceh
Tamiang,

11, Anda salah seorang yang terlibat dalam peényusurian APBD apakah anda telah menguasai
dan menjalankan peraturan perundang-Gndangan yang merupakan pedoman dan petunjuk
teknis yang berhubungan dengan prasedur dan mekanisme penyusunan APBD.

12. Apakah dalam penyusunan APBD telah menggunakan pendekatan kinerja menekankan
dan menguiamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan sehubungan
dengan penggunaan anggaran/dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

13. Bagaimana pendapat andadéngan adanya peraturan yang berubah-ubah dalam proses
penyusunan APBDterhadap percepatan pengesahan APBD.

14. Berikan pendapaf anda tentang pengaruh SDM yang terkait dalam proses penyusunan
APBD terhadap percepatan pengesahan APBD.
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